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KATA PENGANTAR 

Assalamuralaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahlrobil'alamin, segala puji penulis panjatkan kepada Allab SWT 

yang telab memberikan rakbmat, taufik, hidayab, karunia dan bimbingan-Nya 

kepada penulis, sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah 

satu syarat untuk memperoleh ge1ar Magister di bidang ilmu hukum pada Program 

Pascasarjana Fakultas Hulrum Universitas Indonesia (FHUI). Penulis menyadari 

bahwa meskipun tesis ini ditulis dengan segala usaha dan kemampuan, namun tesis 

ini dirasa masih jauh dari kesempumaan, Ha1 ini disebabkan antara lain karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun demikian, penulis 

sangat berharap penulisan tesis ini dapat memberik:an sedik:it sumbangan bagi 

perkembangan hukum dan pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia, 

khususnya yang berkaitan perkembangan peraturan di bidang Pengurusan Piutang di 

Indonesia. 

Dalam tulisan tesis ini. penulis mengambil judul Peranan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

49 Pep. Tabun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 

Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketertarikan penulis terhadap judul ini dikarenakan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nom or 023/PUU-IV {2006, mengenai peanohonan pengujian mate rill alas 

ketentuan tersebut di atas yang diajukan oleh Para Advokad/Pengacara, berkaitan 

dengan saJah satu ketentuan yang mendukung tugas pokok pada kantor tempat penulis 

bekerja. 

DaJarn kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sedalam­

dalamnya dengan sangat tutus kepada pihak-pihak yang selama penulisan tesis ini, 
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bahkan selama masa perkuliahan telah banyak yang berjasa membantu memberlkan 

pelajaran, pengetahuan, dorongan dan menyumbangkan plkiran-pikirannya, serta 

berbagai bentuk masukan lainnya~ yaitu kepada: 

1. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., terirnakasih atas 

kesediaan dan kesabarannya menjadi Pembimbing~ yang selalu memberikan 

bimbingan, motivasi tanpa kenai Ielah kepada penulis untuk segera 

menyelesaikan tulisan inl dan juga telah menyediakan waktunya disela-sela 

kesibukannya, yang dengan tulus membantu penulis dalam berkonsultasi lewat 

telepon, lewat Short Massage System (SMS) dan selalu tetap menyaraukan 

terbadap kualitas penulisan, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dan 

yang paling penting tesis ini seiesai tepat pada waktunya. Disamping itu, 

terimakasih atas pelajaran yang diberikannya seJama kuliah yaitu berkaitan 

dengan Mala Kuliab Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum 

di Indonesia dan Peradilan Tata Negara. 

2. Para Pengujit yaitu: 

a. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Harun Alrasyid, S.H.t M.H .• yang sekaligus 

juga memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Teori dan Hukum Konstitusi~ 

b. Bapak Adolf Wamuw, S.H., L.LM., yang sekaligus juga memberikan 

pelajaran pada. Mata Kuliah Hukum Intemasional pada saat penulis kuliah 

Strata 1 di FHU! dan sebagai mantan Kepada Badan di Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara temp at penulis bekerja. 

terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam menguji sidang 

tesis. 

3. Para Guru Besar/Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Fakullas 

Hukum Universitas Indonesia (FHUI)l yaitu: 

a. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein S.H., M.H., ya_~g 

selama kuliah mernberikan pelajaran pada Mata Kuliah Hukum Pemerintahan 

Daerah dan Teori dan Hukum Administrasi Negara; 

b. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Valerine J.L.K S.H., M.A., yang 

memberikan pelajaran pada Mata Kuliab Metode Penelitian Hokum; 
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c. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H., yang sempat 

memberikan kulillh singkat pada Mata Kuliah Peradilan Tata Negara; 

d. Yang Amat Terpelajar Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M., Ph.D., yang 

memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Birokrasi dan Good Governance; 

e. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Maria Farida Indrati S., S.H., M.H., yang 

memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Teori dan Perancangan Perundang­

undangan; 

f. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., yang 

memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Hukum Keuangan Publik; 

g. Yang Amat Terpelajar Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., yang memberikan 

pelajaran pada Mata Kuliah Partai Politik dan Pernilu; 

b. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Rarnly Hutabarat, S.H., M.Hum., yang 

memberikan pelajaran pada Mata Kuliah Perbandingan Konstitusi; 

i. Ibu Dr. Jufrina Rizal) S.H .• M.H., yang seJama k:uliah memberikan pelajaran 

pada Mata Kuliah Sosiologi Hulrum dan Fllsafat Hukum; 

j. Bapak Dr. Supandi, S.H, MR, yang memberikan palajaran pada Mata 

Kuliah Peradilan Administrasi Negara; 

k. Ibu Sri Mamudji, S.H., M.Law.Lib., yang memberikan pelajaran pada Mata 

Kuliah Penulisan llmiah; 

I. Bapak Dr. Deny Sugono M.A., yang memberikan pelajaran pada Mata Kuliah 

Penulisan llmiab; 

m. Bapak Dr. Tjip Ismail, S.H., yang memberikan pelajaran pada Mata Kuliah 

Hokum Pajak; 

n. Bapak Dian Puji Simatupang S.H., M.H., yang sempat memberikan pelajaran 

pada Mala Kuliah Hokum Keuangan Publik; 

4. Yang Amat Terpelajar Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., Ibu Ratih Lestarini 

S.H., M.H., Ibn Dr. Nurul Elmiyah S.H, M.H., lbu Melda Kamil Ariadno S.H., 

L.L.M, sebagai Penasehat Alrademik selarna penulis menempuh pendidikan di 

Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, terima kasih atas segala nasehat 

dan bimbingannya. 
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5. Para staf administrasi di Sek.retariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, terimakasih atas kerjasamanya yang tidak bosan-bosan 

untuk memberikan informasi, kabar, pelayanan yang tulus dan baik tanpa 

pamrih kepada penulis dan ternan-ternan sekelas. 

6. Bapak,lbu, pejabat Eselon II, Eselon Ill, dan Esc! on IV pada Direktorat Jenderal 

Kekay&an Negara, Departemen Keuangan Rl, selaku atasan di tempat penulis 

berkeija. yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk melanjutkan 

pendidikan, yaitu: 

a. Bapak Drs. Bnsrori, M.Soc.Sc., mantan K.epala Kantor Wilayah (Kanwil) III 

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Jakarta, sekaligus 

mantan K.epala Kanwil VI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

Serang; 

b. Bapak H. R. Rahadiyanto, S.H., M.M., mantan Kepala Kanwil VlJ DJKN 

Jakarta, yang telah memberikan ijin tertulis pada saat penulis mernulai 

melanjutkan kuliah; 

c. Bapak Sunaryo, S.H., mantan Kepala Kanwil Vf DJKN Serang; 

d. Bapak Dr. Bambang S. Marsoern, Direktur Hukum dan lnformasi, DJKN; 

e. Bapak H. Azuwan Bachtiar, S.H., mantan K.epala Bidang Lelang pada 

Kanwil VlJ DJKN Jakarta, yang dari awal kuliah hingga sekarang selalu 

menyarankan agar kuliab jangan sarnpat terputus ditengah jalan; 

f. Ibu Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum., Kepala Subdit Bantuan Hukum 

pada DJreklorat Hukum dan Inforrnasi DJKN, selaku atasan langsung penulis 

pada saat penulisan tesis ini dibuat, yang selalu mengingatkan, "cepat 

se!esaikan kuliabmu biar cepat diterapkan ilmumu dalam pekeijaan. sayang 

kalau barus bayar uang kuliah lagi"; 

g. Ibu Rns Sulistiaty, S.E., mantan K.epala Bidang Lelang pad a Kanwil Ill 

DJPLN Jakarta,; 

b. Bapak H. Husbi, S.H., M.M., numtan Kepala Bidang l.elang pada Kanwil Ill 

DJPLN, sekaligus mantan Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil VI 

DJKN Serang; 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



vii 

i. lbu Ida Novianti, S.H., M.H., mantan Kepala Bidang Hukum dan Informasi 

Kanwil VIT DJKN Jakarta; 

J· lbu Erris Eka Sundari, S.H., mantan Kepala Seksi Bimbingan Lelang pada 

Kanwil VII DJKN Jakarta; 

k. Bapak Kesatria Purba, S.E., M.Si., mantan Kepala Seksi Bimbingan Lelang 

pada Kanwil III DJPLN Jakurta; 

I. Jbu Leny Murtinlngrnm, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum I pada Subdit 

Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi DJKN, selaku atasan 

langsung penulis pada saat penulisan tesis ini dibuat; 

m. Bapak Sumarsono, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum 1I pada Subdit 

Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi DJKN, selaku atasan 

langsung penulis pada saat penulisan tesis ini dibuat; 

n. lbu Yuliati DPH, S.H., Kapala Seksi Bantuan Hakum III pada Subdit 

Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Infonnasi DJKN, selak:u atasan 

langsung penulis pada saat penulisan tesis ini dibuat; 

o. Ibu Azizah Yuniarti, S.H .• Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Hukum 

dan Informasi DJKN; 

p. Bapak Ramli Simbolon, S.H., mantan Kepala Seksi Bantuan Hukum pada 

Bidang Hukum dan Informasi Kanwil VI DJKN Serang; 

q. lbu Agnes Rina Dwinggowati, S.Sos., mantan Kepala Seksi Verifikasi 

Bidang Hukum dan Informasi Kanwil VI DJKN Serang; 

r. Jbu l...aila Chairani, S.H., mantan Kepala Seksi Bimbingan Lelang pada 

Kanwil VIT DJKN Jakarta; 

terlma kasih karena teJah memberikan ijin dan kelonggaran waktu sehingga 

kuliah dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

7. Sahabat-sahabalku yang selalu mendukung dan memotivasi kuliahku yaitu Ua 

Sahara Nasution (Lia), Farilla Darmadi (Ella), Racbmatunnisya' (lcha), Sandra 

Monica (Sandra). 

8. Ternan-ternan kampus Angkatan 2007 Program Pascasarjana HIU! jurusan 

Hukum Tata Negara yaitu Ferdinandus Setu. Siswantana Putri Rahmantika, 
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Handoyo Prihatanto. Ulfiandri, Roheria, Bisman Bachtiar, Bayu Dwi Anggono, 

dan ternan-ternan yang tidak bisa saya sehutkan satu persatu. 

9. Teman-teman kantor di Serang maupun di Jakarta antara lain yaitu Zezen, lling 

Saidah, Erwin I. Situmorang, Ambi Gultom, Babrabmat Simamora, Marlyn 

Tupamahu dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu pers:atu. 

10. Pak Medi (Alm) yang semasa hidupnya dengdn setia setiap hari mengantar dan 

menunggu penulis selama bertugas di Kanwil VI DJKN Serang, kemudian 

sepulang bekerja melanjutkan mengantar kuliah ke Kampus Universitas 

Indonesia di Salemba Jakarta selama Iebih dari satu semester sebelum penulis 

pindah tugas kembali ke Jakarta. 

11. Orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan pengaruh dan dukungan 

penting dalam kehidupan penulis, yaitu Ibunda tercinta Mudjayanah~ Kakakku 

Mas Ali Ja'fur dan Mbak Koyimah Winarti, Mas Tauhid dan Mbak Sri Kundari, 

juga keponakan-keponakanku Samsul Huda, Roki Yusnita, Ndaru Rizky 

Pramana, Rahmawati Zuhcrotun Mufidah, Ivanda Syaikur Rochman, Afran, 

Caca, serta Bapak/Ibu Merluaku) Kakak dan Adik Iparku, terima kasih atas 

dukungannya dan kasih sayangnya. Juga terirna kasih yang tak terhingga khusus 

untuk suamiktl tercinta, Mas Atmaji, yang tak henti-henlinya memberikan 

dukungan semangat untuk segera menyelesaik:an kuliah dan setiap hari selalu 

bertanya "I!ari ini ada kuliah tidak? Atau Hari ini kuliah jam berapa? Pulangjam 

berapa?" serta buat anakku yang sangat kusayangi, pelita hatiku dan penyernangat 

hidupku, Angelina Shafira Mumrnz, yang selama dalam kandungan selalu 

terbawa ikut Iruliah, yang selama proses penulisan tests ini sering ditinggal ke 

toko buku, membaca, dan mengetik hingga larut malam. 

Tanpa dukungan mereka, semua ini tidak akan terwujud. Dan semua pihak yang 

membantu penulisan ini, Penulis mengucapkan terima kasih alas segala bantuannya, 

semoga mendapat berkat dan perlindungan Allah SWT. 

Jakarta, 14 Juli 2009 

Penulis 
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ABSTRAK 

Nama ; Arlianti Vita 
NPM : 0706175533 
Program Studi : llinu Hukum 
Judul Tesis 'Peranan Mahkarnah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 

Tesis ini membahas pormohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para Advokad!Pengacara 
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Pasal 28 
Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para 
Advokad!Pengacara menganggap hak konstitusionalnya dirugikun oleh ketentuan Pasa112 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN yang menyebutkan bahwa 
pengurusan piutang negara dilarang diserahkan kepada pengacara. Berdasarkan Undang-Undang 
tersebut, PUPN melak:ukan pengurusan penyelesaian piutang negara terhadap penanggung 
hutang (debitor) yang tidak kooperatif atau nakal, agar dapat dilakukan secara cepat, efektif dan 
efisien. Karena itu PUPN diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa, penyitaan 
bahkan dapat melakukan paksa badan (gijzeling) kepada penanggung hutang (debilar) jika tidak 
melunasi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Pemyataan Bersama yang mempunyai 
kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya 
dijalankan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan haltim 
yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengacara tidak dapat meogurus, menagih Piutang Negara 
seperti yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan 
berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Pemohon berpendapat 
negara atau pemerintah dianggap telah membuat suatu peraturan yang bersifat diskrimina:tif, 
merendahkan dan meremehkan harkat atau rnartabat profe.<;i pengacara yang berakibat 
pengurangan atau penghapusan pengakuan hak asasi manusia. Pasal51 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mabkamah Konstitusi menyatakan ballwa yang dapat menjadi 
pemohon atau yang memiliki legal standing. adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan 
warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesaluan Republik lndonesia yang diatur 
dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Hak 
konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalarn UUD 1945. Pasal32 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat, Penasihat Hukum, 
Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-nndang ini muhii 
berlaku, dinyatakan sebagai Advok:a.t sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan 
hal tersebut, para Pemohon menganggap memenuhi kedudukan hokum (legal standing) dalarn 
mengajukan permohonan ini karena para Pemohon adalah Advokat. Terhadap permohonan 
pengujian tersebut Pemefintah berpendapat apa yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan 
bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah, mulai tanggal 6 Oktober 2006 Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/I)aerah 
dilakukan sesuai ketentuan peratw:an penmdang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan 
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Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal 
ini) apak:ah BUMN bendak melakukan · kerja sama dengan pengacara atau bukan dalam 
menyelesaikan kredit mace! sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN. Pasal 24C Ayat (1) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengarlili pada tingkat 
perlama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lemhaga negara yang kewenangannya 
diberikan oieb Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai poiitik, dan memutus 
perselisiban tentang basil pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan yang dalam hal ini adalah permohonan para 
Advokad!Pengacara. 

Kata Kunci: 
Peranan, Mahkamah Konstitusi, Hak Uji Materiil, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 
Prp. Tahun 1960 rentang PUPN, Pasal28 Hurufl Ayat (2) UUD 1945. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

A.1. Ide Pemben1ukan Mahkamah Konstitusi 

Gelombang demokratisasi dalam era reformasi di Indonesia 

telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan terhadap 

pengawasan dan partisipasi politik masyarakat, termasuk perubahan 

dalam sistem peradilan. Mahkamah Konstitusi' Republik Indonesia 

yang lahir dalam suatu konstitusi, merupakan cerminan dan 

konsekuensi dari paham demokrasi di Indonesia. 

Negara yang dapat dianggap sebagai pelopor dalam 

membentuk Mahkamah Konstitusi di Eropa adalah Austria yang 

mengadopsikan ide pembentukannya itu dalam Undang-Undang 

Dasar 1920. Namun demikian Konstitusi tahun 1920 tidak dapat 

1 Mahkamah KonsUtusi adalah salall satu pelaku kekuasaan kehaklman yang dibentuk 
berdasatkan Pas.al 24C Undang..Undang Dasar Perubahan Ketiga. Pembentukannya dlkukuhkan 
dalarn Undang·Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentrmg Mahkamah Konstitusi. Keberadaan dan 
kewenangan Mahkamah Kcnstltusi yang merupakan perwuJurlan dart Peradifan Talanegara di 
Indonesia dlpertegas kembali dalam Pasal10 ayat (1} huruf a yang menegaskan bahwa Mahkamah 
Konstitusi borwonang mengad!il pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bernifat final 
untt.m mengup undang-ondang terhadap Undang..Undang Dasar Negara Republik lodooasia T ahun 
1945, memubJs sengkota keweoangan !embaga negam yang kewenangannya. dlberikan oleh Undang~ 
Umiang Oasar, mernutus pembubaran parta1 politlk, dan memutus perselislhan h'l:otang hasi! pemlllhan 
umom, serta wajlb memberikan polusan atas pendapat Dewan Petwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran Q!eh Presidefi/Waldl POJsiden mem~M Undang-l.lndang Oasar. 
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dlsebut sebagal produk abad kontemporer, karena keberadaannya 

sangat lerkatt dengan proses pendewasaan slstem ketatanegaraan 

yang mula! berlangsung di sekttar abad ke-19 dan masa 

berlakunya konstitusi tahun1848.' 

Dalam kronologis sejarah ketatanegaraan Austria, 

eksistensi hak asasi manusia yang diatur dalam konstijusl ini tidak 

dapat dilepaskan dari peristiwa perubahan slstem polltlk dan sosial 

di negara ltu.' Sepanjang periode ini keberadaan Konstijusi tahun 

1867 menciptakan ekspektasi alas sistem kenegaraan yang lebih 

demokratis. Konstitusi tahun 1867 menganut sistem demokrasi 

pe!Wakilan, hak-hak umum masyarakal, dan sistem pengendalian 

konstitusional yang ketika itu dapat diselenggarakan oleh 

Reichgericht. Dengan diberlakukannya Konstilusi Reich, doktrin 

kekuasaaan kehakiman yang mandiri telah menampakan diri 

melalui dilaksanakannya uji administratif oleh Pengadilan Tata 

Usaha Negara (Verwa/tungsgerichthof). Pengadilan ini dapat 

mengendallkan seluruh kebijakan administratif, yang secara konkrit 

baru dapat menyelenggarakan seluruh kewenangannya pada tehun 

1867. Sejalan dengan itu, terdapat satu lembaga panting yang oleh 

konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa 

2 Jimly AssJddiq!& dan Ahmad Syahrial, Peradilan Konslitusi Di Sepuluh Negara, {Jakarta: 
Konstitusi Press, 2006), hal. 1. 

3 Ibid, hal. 2, 
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yurisdiksional antannasing-masing kementerian negara bagian. 

Lembaga ini disebut Staatgerichsthof. 4 

Secara teoritis, kebutuhan adanya lembaga Mahkamah 

Konstitusi merupakan tren yang tengah berkembang di negara­

negara yang mengalaml transisi demokrasi. Semangat darl 

pelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah mengadopsi spirit 

konst~usionalisme dalam sebuah institusi yang berperan sebagai 

pengawal konstitusl (the guardians of constitution). Di beberapa 

negara di dunia, seperti Afrika Selatan, Aljazair, maupun Azerbaijan, 

Mahkamah Konstitusi sering kali dijadikan simbol untuk 

membebaskan dari ikatan lama kekuasaan rezim otorkarian menuju 

rezim demokrasi. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstnusi 

acapkali disandingkan sebagai bagian dan paket reformasi 

konstttusi. Secara gagasan, paling tidak ada empat hal yang 

melatarl pembentukan Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai 

lmplikasi Iaham konstituslonalisme, perwujudan mekanisme checks 

and balances, penyelenggaraan negara yang bersih, perllndungan 

hak asasi manusla. Diletakkan pada persoalan perubahan 

ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi 

merupakan sesuatu hal yang tak terbantahkan. Argumentasinya, 

sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 

4 Ibid, hal. 6. 
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1945 Ieiah mereduksi sedemikian rupa kekuasaan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga tidak Jagi menjadi 

Jembaga negara tertinggi yang supreme, melalnkan sejajar dengan 

Jembaga negara lainnya5 

• 
Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Jembaga yang 

tersendiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang 

secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-

undang (dalam istilah Hans Kelsen, statute and customary law) 

yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). 

Ide ini, bermula dari Prof. Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari 

Universitas Wlna (Vienna) yang mengusulkan dibentuknya suatu 

lembaga yang diberl nama 'Verfassungsgerichtshoft' atau 

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Gagasan Kelsen ini, 

kemudian diterima dengan bulat dan diadopsikan ke dalam naskah 

Undang-undang Dasar Tahun 1920 yang dlsahkan dalam Konvensi 

Konstnusl pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusl Federal 

Austria.' 

5 A. Muhammad Mihra.d, Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban, <http://WWW.unisosdem.org/ 
ekopo[_detaiLphp?aicl::::2128&cold=3&ca.id=21>, Dlakses: 1 Juli 2009. R Muhammad Mihradl, Peneliti 
di Forum Kajian Hokum dan Pengajar FH Universitas Pakuan, Bogor, serta Sl.af Konsarsium 
Reformasl Hukwn Naslonal (KRHN), Jakarta 

8 Jim!y Asshiddiqls, Modal~Model Pengvjian KonsDWSiDnal Di Barbagal Negara, (Jakarta: 
Konstitusi Press, 2006), haJ, 33, dalam Hamdan ZQelva, Mahkamah Konstitusi Dslam Sistem 
Kenegaraan Rl. 4tt1p://hamdanz.oelva.wordpress.corn/ZOOB/04!07/m&. ":kamalrkonstltusi-dalam-siste:m­
ketatanegaraan-rl.h, D!akses; 18 Maret 2009. 
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Menurut Hans Kelsen' kemungklnan muncul persoalan 

konflik antara norma yang lebih tlnggi dengan yang leblh rendah, 

bukan saja berka~an antara undang-undang (statute) dan putusan 

pengadilan, tetapi juga berkaltan dengan hubungan antara konstitusi 

dan undang-undang. lni adalah problem inkonstituslonalitas darl 

undang-undang. Suatu undang-undang (statute) hanya berlaku dan 

dapat dlberlakukan jika sesuai dengan konstitusl, dan tldak berlaku 

Jika bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-undang hanya 

sah jika dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena 

itu diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus 

untuk menyatakan inkonstitusionamas dari suatu undang-undang 

yang sedang berlaku.' 

Diadopsinya ide pengujian konstitusional (constltusionaf 

review) lnl dengan melembagakan Mahkamah Konstitusi yang 

tersendiri di luar Mahkamah Agung terjadi dl semua negara bekas 

komunis yang berubah menjadi demokrasl. Penerapan ide 

pengujian dan pembentukan organ konstitusi yang panting ini 

mengiringi proses transformasi, refonmasi, dan bahkan revoluasi 

besar-besaran yang teljadi di kalangan negara-negara (bekas) 

7 /bid, hal. 155. 

e J!rr;~· Asshiddiqia, Modei·Modei Pengujlan •. ,Op.Cit, hal. 157, dalam Hamdan Zoelva, 
Mahkamah · Konstitusl Oa!am Sistem Kenegaraan Rl. 
<http:/lhamdanzoa[va.wordpres:s.com/2008104/07/mahkamah-kon:stitusk:lalam-sistem-kalatanegaraan~ 
ril>, Dlakses: 18 Maret :2009. 
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komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet menjadi negara demokrasi 

baru (new emerging democracies). ' 

Kehadiran sistem pengujian konstitusional ini yang terus 

berkembang dalam praktik di berbagai negara demokrasi, pada 

umumnya diSambut dengan antusias, baik di dunia akademis 

maupun praktik, bahkan tidak kurang oleh lingkungan cabang 

kekuasaan kehakiman sendiri (judiciary)." Pakar Hukum Tala 

Negara Profesor Harun Alrasyid, dalam makafahnya The 

Constitutional Court mengatakan di Indonesia hakim Pengadilan 

Tinggi Asikin Kusumah Atmadja, pemah menyatakan bahwa 

pengadilan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang 

(judicial review). Meskipun hal itu tidak disebut secara langsung 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen. Namun hak uji 

materiil temyata pemah diterapkan oleh Asikin ketika 

menangani perkara perceraian.11 

Tapi sebenamya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah 

hampir dibentuk oleh para founding fathers kita di Badan Penyelidik 

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada 

rapat-rapat BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 

Indonesia, sempat pula diperdebatkan perlu tidaknya pembentukan 

11 Ibid, hal 36. 
10 Ibid, hat 3. 
11 Harun Alrasyid, Ths ConstitufionaJ Court of Indonesia, Makalah, haL 2, dafam Jim!y Assidctiqia 

dan Ahmad SyahriaJ, Peradilan Konsutusi ... Op.Cit., haL 10. 
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pengadilan spesial di luar Mahkamah Agung.'2 Dalam salah satu 

rapat BPUPKI, Prof. M. Yamin pemah menggagas lembaga yang 

berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang 

pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau 

constitutional disputes. Gagasan Prof. Yamin berawal dari pemikiran 

perlunya diberlakukan suatu materieele toetsengrecht {uji materil) 

terhadap Undang-Undang.13 Namun, gagasan itu disanggah oleh 

anggota BPUPKI yang lain Prof. Soepomo. Dalam rapat besar 

BPUPKI pada 15 Juli 1945 Ia mengatakan bahwa pembantukan 

sebuah pengadilan spesial yang khusus menangani konstitusi 

belumlah dlperlukan. Alasannya, menurut Prof. Soepomo, Indonesia 

belum memiliki banyak ahli yang dapat mengisi jabatan itu.14 

Sejarah juga mencatal bahwa gagasan Prof. Yamin soal pengadilan 

speslal di Indonesia merupakan sebaglan dari ide-idenya yang 

kandas lantaran dirlnya tidak masuk menjadi anggota panitia khusus 

BPUPKI yang merancang Undang-Undang Dasar. Maslh menurut 

Taufik, ide-Ide Prof. Soepomo yang anggota panitia perancang 

Undang-Undang Dasar, soal MPR, DPR, DPA, dan negara kesatuan 

telah diusulkan Prof. Yamin sebelumnya.15 

lt Mahkamah Konstitusl, 58 Tahun yang Lalu, <http:J/cms.sip.ro.id}hukumonlino/detail.asp?id= 
8499&CI=Folru,s;., Diakses: 1 Juli 2009. 

13 /bld, 
14/b!d. 
l$/bid. 
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Dengan demikian, asumsi-asumsi historis 

menggarisbawahi, bahwa pengujian konstitusional seperti yang kita 

saksikan saat ini di Indonesia adalah produk dari sejarah panjang 

sistem ketatanegaraan. Hal itu merupakan kreasi dari sistem politik 

tertentu. Karenanya, di beberapa negara organ tersebut secara 

insmutional memiliki perbedaan mendasar. Tetapi, pada prinsipnya 

dikatakan tetap berada dalam satu tujuan fundamental, yaitu 

pencapaian cita-cita sejati negara konstitusional.16 Melalui 

Mahkamah Konstitusi kita mempunyai sebuah harapan besar bahwa 

hak-hak masyarakat akan terlidungi atas tindakan-tindakan yang 

sewenang-wenang dari penguasa, sehingga memungkinkan warga 

masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Keadilan yang dituju sebagai cita hukum itu menjadi pula usaha dan 

tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan 

demikian hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita 

hukum untuk mencapai tujuan masyarakat. 

Pengujian konstitusional dipersepsi sebagai produk sistem 

pemerintah demokratis. Gagasan brilian ini mendasarkan pada 

prinsip-prinsip Negara Hukum, separasi kekuasaan serta 

perlindungan maksimal terhadap Hak Asasi Manusia. Konsepsi 

yang berlaku pada sistem serupa itu, organ pelindung Konstitusi ini 

18 Ibid, hal. 11. 
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ditafsirkan memiliki tugas, antara lain yaitu bahwa Mahkamah 

Konstitusi secara fungsional menjamin kontinultas kinerja proses 

demokratik. Dalam pada itu, hubungan antar lembaga-lembaga 

negara saling pengaruh atau dipengaruhi.17 Perllndungan 

konstitusional diperlukan sebab kekuasaan negara dengan berbagal 

dalih dapat saja melakukan penetrasi ke dalam domain priVat. 

Sehingga perilaku kolektit negara selalu saja meniadakan 

kepentingan-kepentingan masyarakat secara individu. 

Pada dasarnya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi 

merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan 

kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditlnjau dari 

aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang 

membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara 

pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.18 

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun i945 

(UUD 1945)" menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi 

(Constitutional Court) merupakan salah satu lembaga negara yang 

H Harun Alrasyld, The Constitutional Coud of Indonesia, Makalah, hal. 2, dalam Jimly n.OP.Cit., 
haJ, 3. 

111 Pan Mohamad Faiz KuSlJmawijaya, Mahkamsh Konstitusi: The Guardian And Tho lnlerproter Of 
The Constitutfon, <http:{Jjurnalhukum.blogspot.com/ 2006{09/mahkamah-konstHusHi.html>, Oiakses: 
1 i September 2008. 

111 Undang..lJndang Oasar Negara Rl TaJ11Jn 1945 merupakan penyebutan atau penulisan rasmi 
tarhadap Undang~Undang Dasar 1945 yang tetah 4 (smpat) kali d!amandemen. Hal !ni dlgunakan 
untuk membedakan Undang-Undang Dassr 1945 yang belum dtamandemen (Uodang-Undang Dasat 
1945) dengan Undang-Un~q,f'!9 Oasar 1945 yang te!ah diamandemen (Undang-Undang Dasar 
Nogara Rl Tahun 1945), dalam Pan Mohamed Faiz Kusumawijaya, Mahkamah Konstitusi: The 
Guardian And The Interpreter Of The Constitution, <http://jumalhukum.blogspot.com/ 
2006109/mahkamah·konstitusi-rl. html>, Diakses: 11 September 2008 

Universitas Indonesia 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



10 

mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara 

lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi 

perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara 

dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan 

kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-

kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan 

akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan raslonal sehingga 

sengkela hukum yang diselesaikan secara hukum pula."' 

Posisi Mahkamah Konstitusi nampak lebih tinggi dibanding 

iembaga negara lalnnya ketika memutus konstitusionalitas dari 

suatu ketentuan Walaupun demikian 

sesungguhnya dalam struktur ketatanegaran AI, posisi mahkamah 

konsti!usi sejajar dengan lembaga negara yang lainnya dengan 

kewenangan yang sacara limitatif diberikan undang-undang dasar. 

Mahkamah Konstitusi bersifat pasif, hanya memutus perkara yang 

diajukan kepadanya dan tidak dapat memberikan fatwa selain dalam 

hubungan dengan putusan perkara yang diajukan kepadanya sesuai 

~ Pasal Ill Aturan Perallhan UUO 19:45 Amandeman Keempat menyatakan bahwa ~Mahkamah 
Konstltt<Si dibentuk setambat·lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebalum d!bentuk segala 
kewenangannya dilakukan olah Mahkamah Agung". Uhat Harun Almsyid, Naskah UUD 1945 
Sasudah Empat kall Diubah olah MPR, (Jalmrta; Ul Press, 2006), haL75. 
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kewenangan yang ditentukan undang-undang dasar. Pelaksanaan 

putusan mahkmah konstitusi berada ditangan lembaga negara yang 

dikenai atau terkait putusan itu.'' 

Untuk Jtu, organ pelaksanaan lungsi "Constitutional review" 

itu harus dlplsahkan darl cabang kekuasaan balk legislatil maupun 

eksekulif, dan melembagakannya sebagai bagian dalam organ 

kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung yang sudah ada 

sejak lama, atau bahkan melembagakanya dalam Mahkamah 

Konsltlusi yang tersendiri. Adanya lungs! pengujlan konstitusional 

yang dikembangkan sebagai peradilan ini menyebabkan istilah· 

istilah hukum yang bersifat umum dan kabur dalam leks 

konstitusi mendapatkan kesempatan yang luas untuk diterapkan 

da!am praktik yang lebih konkrit (practical application)."' Dengan 

demikian perkataan-perkataan matl dalam teks Undang-Undang 

Dasar menjadl hldup (the static term of constitution come alive), dan 

terus menerus menyesualkan dlri dengan kondisi-kondlsi 

kehidupan kolektif sehari-hari. Hanya cara demikian pula, nilai-nilai 

yang umum dan abstrak yang terdapat dan terkandung sebagai 

hukum dasar yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam naskah 

21 Hamdan Zoelva, Mahkamah Krmstitusi Dalam Sistem Kenega.raan Rl. 
<http://hamdanzoalva:wordpress.com/200B/fl4107/mahkamah·konstitusl-dalam-s!stem·ketatanegaraan· 
ri/>, Dl~ses: 18 Maret 2009. 

22 Jimly Asshiddlqfe, Model-Model ... Op. Cl1., haL 32. 
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Undang-Undang Dasar menjadi nilai-nilai yang hidup dalam 

kenyataan praktis." 

Putusan pembentuk undang-undang yang berupa undang­

undang (di Indonesia adalah DPR dan Presiden), dapat saja 

bertentangan dengan ketentuan konstitusi, karena lembaga DPR 

dan Presiden adalah lembaga po!Hik, baik karena kekeliruan dalam 

mengimplementasikan ketentuan konstltusi (Undang-Undang Dasar) 

maupun karena kesengajaan untuk membentuk undang-undang 

bagi kepentingan melanggengkan kekuasaan politik, dapat diminta 

untuk ditinjau kembali dan diuji oleh mahkamah kons!Husi apakah 

sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Jika bertentangan 

dengan konstitusi, undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum oleh mahkamah 

konstitusi. Demikian juga halnya yang berkembang dari prinsip 

pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang mungkin timbul 

sengketa perebutan kewenangan antar lembaga negara, dibutuhkan 

suatu mahkamah yang independen untuk mengadili dan 

memutuskannya yang sengaja diberi kewenangan oleh konstitusi 

untuk itu. Karena ~u di negara-negara yang tradisi kehidupan 

konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi mansuianya masih 

baru, keberadaan mahkamah konstitusi mejadi daya tarik yang 
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sangat luar biasa. Seperti dikemukakan oleh Jimliy Asshiddiqy, 

hampir semua negara-negara demokrasi baru di Amerika Tengah 

dan Amerika Selatan dan terakhir eks negara-negara komunis di 

Eropa Timur mengadopsi pembentukan mahkamah konstitusi." 

Dengan kewenangannya yang dapat menyatakan 

inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi Mahkamah 

Konstitusi berada ada di atas lembaga pembentuk undang-undang. 

ltulah sebabnya sejak awal Hans Kelsen telah menyatakan 

sebagaimana telah ditulis di awal tulisan ini bahwa lembaga In! 

dibentuk dengan kekuasaan yang berada di atas legislatif dan 

mestinya secara politik tldak dikehendakl, khususnya jlka 

memutuskan bahwa suatu undang-undang adalah inkonstltusional. 

Karena ltu bagi negara-negara yang menempatkan superioritas 

parlemen yang cukup besar karena dianggap cerminan kedaultan 

rakyat, tidak menempatkan mahkamah konstitusi dalam posisi di 

atas pembentuk undang-undang, seperti Dewan Konstitusi Perancis 

yang hanya berwenang mengujl konstitusionalitas dari suatu 

rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh parlemen tetapi 

belum diberlakukan. Bahkan Kerajaan lnggris dan Kerajaan Belanda 

tidak membantuk Mahkamah Konstltusi, dengan prlnsip bahwa 

24 Jirnly Asshkldtqio, Madel-Moder .. op.C!1., ha!.4147. 
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parlemenlah satu-satunya lembaga yang membentuk serta 

mengetahui sah tidaknya suatu undang-undang." 

A.2. Kebijakan Pemerintah dan Permasalahannya 

Pengujian Konstitusional itu merupakan upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, 

tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan 

memberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. Seperti 

nanti akan ktta telusuri, kewenangan pengujian itu dapat diberikan 

kepada lembaga Mahkamah yang tersendiri bernama Mahkamah 

Konstitusi." Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan27 pada era 

reformasi ini diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan 

persoalan mengenai konstitusi yang antera lain berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi saat ini masyarakat sangat 

kritis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil 

pemerintah. 

l!S Perdebatan ini juga, terja:dl ketika Panilia Ad Hoc 1 Badan Peke~a MPR Rl, mempordebatf.:an 
untuk mengintrodusir ma.hkamah konstirusi dafam UUD 1945. Bahkan suatu ketike Patria!is Akbar, 
anggota PAH 1 dati Fraksl Reformasl {gabtJng.an Partai Amnanat Nasfonal dan Partal KeadUan} 
mempertanyakan, bagalmana mungkin 9 orang hakfm konstitusi membatalkan putusan 500 01ang 
anggota DPR yang merupakan cerminan kedau!atan rakyat dan Presiden yang juga d!pllih langsung 
ofah rakyal. Mareka mampernleh legitimasi kedaulatan dari mana? Oemikian anlara laln !o:eberatan 
yang diajukan O!ah Patrlalis Akbar. yang pada a'khlrnya menerima keberadaan mahkamah konstitusl 
dalam perubahan Undang~Undang Dasar 1945, dalam Hamdan Zoelva, Mahkamah Konstitvsi Dalam 
Slstem Kenegarasn AI. <http://hamdanzoolva. wordpress.com/2008/04/07/mahkamah·konstitusi­
dalam-sistem-ketatanagaraan-riJ>, Dfakses: 18 Maret 2.009. 

211 Jlm!y Asshiddiqle: Model-Model ... , Op. Cit, haL 3. 
21 Pan Mohamad Fai:z: Kllsumawijaya ... , Op.Cit. 
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Dapat dicontohkan, misalnya dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan 

deregulasi" di sektor perbankan", antara lain berupa Paket 

Oktober 1998 serta mengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1967 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian 

diperbaharui lagi menjedi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan.Dengan adanya deregulasi tersebut yang 

kemudian diikutl pula dengan kebijakan debirokratisasi"' 

memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk 

mendirikan Bank. Hal ini mendorong perkembangan sektor 

Perbankan Indonesia, yang mengakibatkan beberapa bank umum 

berkembang secara cepat. Mereka menawarkan berbagai fasilitas 

kredit dan bunga yang cukup menarik, aklbatnya jumlah kredil 

yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dengan pesat. 

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dl bidang 

perbankan tersebut tidak diikuli dengan pengaturan pengawasan 

kredit yang balk, dengan adanya kredit dlsaiurkan pada seklor 

ekonomi yang kurang produkt~. Kemudahan mendapatkan kredil 

19 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup ke!embagaan, 
keg!atan usaha. serta cara dan proses dalam me!aksanakan keglatan usahanya What Undang-undang 
tf;lntang Perb/Jnk;;m, Undang~Undang No. 10, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 8472, Pasal1. 

M Dabirokratisasi bel'lTia.kna flndakan atau proses mengurangi lata kelja yang :::.erbalamban dan 
rumit agar tercapai hasil dengan !eblh cepat <http:l/b·lndo.biQgspotcom/2009JQ3lmakna~ 
@blrokralisasl-dan-deregulasi .. >, ibid. 
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tanpa melalui prosedur yang seharusnya berjalan atau tetap 

melalui prosedur tetapi jumlah kred~ yang didapatkan tidak 

sesuai dengan nilai agunan, serta pelanggaran Betas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK) sehingga mengakibatkan terjadinya kredit 

macet, balk dari segi kualitas maupun kuantitasnya kredit macet 

semakin meningkat. 

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secepatnya dan 

dengan usaha yang serius akan dapat mengganggu perekonomian 

Indonesia, terlebih lagi di saat krisis moneter melanda Indonesia 

sejak Juli 1997, sehingga dana negara yang ada pada debitor macet 

diupayakan pengembaliannya secepatnya. Pengembalian dana 

alas debitor" yang terlibat kredit mace! tersebut dapat dilakukan 

oleh kredltor" dengan menyerahkan piutang kepada Pemerintah. 

Dalam hal piutang mace! Bank Pemerintah dltangani oleh 

Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) dahulu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 

Negara (DJPLN) yang sebelumnya instansi tersebut bernama 

Baden Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) untuk 

31 Oebitor adalah plhak yang berpiutang dalam .suatu hubungan utang-piU1ang tertentu. Uhat 
Undang-undang tentang Jemfmm Fkh.tsia, UlJ No. 42, LN No. 168 tahun 1999, TLN_ No. 3989, Pasal 
5. 

32 KrGditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tartentu. Lihat 
Undang·tmdang tontang Jaminan Fidusla, Op. Cit Bandlngkan Kreditur/bank adalah badan usaha 
yang mnnghlmpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bontuk kredit dan/atau bontuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarat 
hldup orang banyak. Oalam S. Mantayborblr, Sistem Hukum Pengurosan Piutang N(J(fllta, (Jakarta: 
Pustaka Bangsa Press. 2004), hal 43. 
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dilakukan beberapa proses pengurusan oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN) guna pengembalian dana tersebut 

Perkara konstitusi yang pernah dihadapi DJKN/PUPN 

adalah permohonan pengujian materiil Pasal 12 ayat (2) Undang­

Undang Nornor 49 Prp. T a hun 1960 ten tang Pan~ia Urusan Piutang 

Negara (UU PUPN) terhadap Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 

ke Mahkarnah Konsmusi yang diajukan oleh para AdvokaV 

Pengacara. AdvokavPengacara yang dalam hal lni sebagai 

pemohon, menganggap tidak adil ketentuan tersebut dan merasa 

hak konstitusionalnya dllanggar oleh Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN). 

B. POKOK PERMASALAHAN 

Dalam penelitian mengenai tersebut, akan dikemukakan 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan tersebtl!, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Apakah pengertian Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ~? Dan 

Apakah PUPN merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan 

untuk melakukan pengurusan piutang mace! yang berasal dari kredit 

perbankan? Apakah yang menjadl dasar kewenangan PUPN untuk 

melakukan pengurusan piutang mace! yang berasal dari kred~ 

perbankan tersebut? 
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2. Apa yang menjadi dasar para Advokad/Pemohon sebagai plhak yang 

mengajukan permohonan pengujlan materill tersebut? Maksudnya 

apakah para para Advokad/Pemohon sebagal plhak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstltuslonalnya 

dlruglkan? 

3. Apakah Mahkamah Konstijusi beiWenang untuk melakukan 

pengujian materlil atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 

Prp. Tahun 1960 tentang Panitla Urusan Piutang Negara tersebut 

terhadap Pasal 28 huruf I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945? 

4. Apakah materl muatan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Plutang Negara, 

bertentangan terhadap Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar1945? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian lnl bertujuan untuk memberlkan lnformasi yeng 

selengkap-selengkapnya mengenal peranan Mahkamah Konstijusl Dalam 

Pengujlan Materill Atas Pasa112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 

Huruf I Ayet (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penelltlan tersebut dlmaksudkan untuk: 
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1. Memberlkan pengertian dan penjelasan mengenal apa yang 

dimaksud dengan PUPN, sekaligus menjelaskan mengenai 

kewenangan PUPN da!am melakukan pengurusan piutang mace! 

yang berasal dari kredit perbankan, serta menjelaskan apa menjadi 

dasar kewenangan PUPN untuk melakukan pengurusan piutang 

macet yang berasal dari kredtt perbankan tersebut. 

2. Dalam tulisan ini akan dlberikan gambaran keterkattan antara para 

Advokad/Pemohon selaku pihak yang mengajukan perrnohonan 

pengujlan materlil kepada Mahkamah Konstltusi. Selain itu juga 

menjelaskan posisi para Advokad/Pemohon tersebut sebagai pihak 

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

dirugikan oleh keberlakuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN. 

3. Memberikan penjelasan dan analise yang jelas terhadap peranan 

Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil Alas Pasal 12 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 Hurull Ayat (2) Undang­

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Dan menjelaskan mater! muatan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang­

Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Plutang 

Negara, apakah bertentangan ateu tidak terhadap Pasal 28 hurut I 

Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 
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D. KERANGKA KONSEP 

Penelitian yang dilakukan mengenai peranan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang­

Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 

Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ini, akan lebih baik apabila 

diberikan keterangan dan batasan-batasan terhadap hal-hal tertentu 

yang berkaitan dengan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian 

Materiil Atas Pasal 12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2} Undang­

Undang Dasar 1945. Hal inl dimaksudkan agar tldak menimbulkar\ 

kerancuan pemahaman dan agar mengetahui pengertian dan ruang 

lingkup yang berhubungan dengan judul tesis yaitu peranan Mahkamah 

Konstnusi Dalam Pengujian Materiil Alas Pasal 12 Ayat (2) Undang­

Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN Terhadap Pasal 28 

Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Batasan-batasan terhadap hal-hal tertentu yang berkaitan 

dengan peranan Mahkamah Konstitusi Daiam Pengujian Materiil Alas 

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 

PUPN Terhadap Pasal28 Huru11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut antara lain mengenai pengertian dari kata-kata ataupun 

kaliman-kalimat yaitu peranan, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Mate rill, 
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Advokad, PUPN, isi dari Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

49 Prp. Tahun 1960, Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945. 

0.1. Peranan 

Pengertian peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang 

disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta tahun 1976 edalah suatu yang 

mewujudkan bagian yang memegang pimpinan terutama dalam 

terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sedangkan peranan dalam 

pengertian Sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan 

dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang 

dimilikinya. Dengan lain perkataan, peranan ialah pengejawantahan 

jabatan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan 

sesama manusla dalam suatu masyarakat atau organisasi." Selain 

itu, pangertian peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang 

dlterMkan tahun 1989 adalah berasal dari kat a per an. Peran 

memiliki makna yattu seperangkat tingkat diharapkan yang dlminki 

oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah 

bagian dari tugas utama yang harus dilksanakan." 

M <btm;lfmakalahdanskr!ps!.blogspotoorni2009L031pengertian-etika·pera.-:~rKian.htm1>, Oiakses: 
1 Juli2009. 

J.t lbld. 
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0.2. Mahkamah Konstitusi 

Berbicara mengenai pengertian Mahkamah Konstitusi, dapat 

diuraikan dari kala Mahkamah yang mempunyai arti pengadilan, 

lembaga hukum, dan juga gedung pengadilan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Konstitusi mempunyai arti Undang-Undang 

Dasar. Kemudian berdasarkan hal tersebut di alas, Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada bagian 

konsideran dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan Mahkamah 

Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang 

mempunyai peranan panting dalam usaha menegakkan konstitusi 

dan plinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945." 

lstilah konstitusi itu berasal dari bahasa perancis, yakni 

constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi 

dimaksudkan sebagai pembentuk sesuatu negara atau menyusun 

dan menyatakan suatu negara. Sedangkan dalam kamus Black Law 

Dictionary yang dimaksud dengan konstitusi adalah hukum dasar 

dan organik dari suatu bangsa dan negara, menetapkan konsep, 

karakter, dan organisasi dali pemerintahan, juga menjelaskan 

55 Pemilu Masuk Unit Gawar Darurat (UGO) ~oruMahkamah Konstilu§lajianhukuMahkamah 
Konstitusielatanegaraan"blogspot.cam/2009 05 01 archlve.html>, Diakses: 1 Juli 2009. 
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kekuasaan kedaulatan dan cara dar! pengujiannya. Adapun 

pengertlan konstitusi menurut Wade & Philips adalah suatu 

dokumen yang merupakan kerangka dasar yang menampilkan 

sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsl-fungsl lembaga-

lembaga pemerintahan Negara dan menyatakan pula prlnslp-prinsip 

yang mengatur cera kerja sebuah lembaga."" 

0.3. Hak Mengujl Materlll 

311/bld. 

Sedangkan mengenal pengertlan dari hak menguji materiil, 

Sri Sumantrl berpendapat bahwa hak menguji materill adalah suatu 

wawenang untuk menyelidiki dan kemudian menllai, apakah suatu 

peraturan perundang-undangan lslnya sesual atau bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu 

kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan 

suatu peraturan tertentu. Jadi hak mengujl materlil ini berkenaan 

dengan lsi darl suatu peraturan dalam hubungannya dengan 

peraturan yang leblh Iingg! derajatnya. " 

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 

yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstttusl berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhlr yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

37 All Murtadlo, JucflciaJ Revlew (Penlnjauan Kembali) <ht1.p:/lladlo4a1Lwordpress.com{2009{001Q,21 
ludiclal-mvlew·peninlauan-kembalif>, Dlakses: 1 Juli 2009. 
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undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan 

pengujian materlll. 

0.4. Kredit dan Piutang Negara 

Kemudlan mengenal pengertian kredit yailu adalah 

penyedlaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

ilu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan plnjam meminjam 

antara krediturlbank dengan pihak lain yang mewajlbkan plhak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberlan bunga.38 Sedangkan mengenai Piutang Negara, 

dlfinisinya adalah jumlah uang yang wajlb dibayar kepada negara 

atau badan-badan yang balk secara langsung atau tldak langsung 

dlkuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau 

sebab apapun. 39 

0.5. Advokad dan Olskrlminasl 

Sedangkan mengenal pengertian advokad dapat didefinisikan 

sebagal orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, balk dl 

38 S. Manlayborblr, Sistsm Hukum Pengurusan Piutang Negara, (Jakarta: Pustaka Bangsa 
Press, 2004), hal43, 

39 lndonesla, Undang·Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tenlang Panftla UrusM Piutang Negars, 
Pasal a Selanjutnya dalam panjala.san Pasal 8 UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN 
disebutkan bahwa. Plutang Negara d!mal<Sudkan hutang yang langsung terhutang kepada Negara dan 
o!ah karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atat1 Pemerintah Daerah. Terhulang kepada 
bada.n-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara. 
misalnya Bank-Bank Neg~ua, Persaroan Torbalas-Perseroan Terbatas Negara, Perusahaan­
Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persedian, Yayasan Urusan Badan Makaoan dan 
sebagainya. 
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dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini40 

Adapun mengenai diskriminasi didefinisikan sebagai setiap 

pemba1asan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun 

tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 

agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, s1atus 

ekonomi, janis kelamin, behasa, keyakinan, politik, yang berakibat 

pengurangan, penyimpangan a1au penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar dalam kehidupan balk individual maupun kolektif dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 

kehidupan lainnya.41 

0.6. Pasal12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN 

Disamping itu, perlu juga ditegaskan mengenai isi Pasal 12 

Ayat (1) UU Nomor 49 Prp. Tehun 1960 tentang PUPN yang 

menyatakan bahwa instansi·instansl Pemerintah dan Badan-badan 

40 Indonesia, Undang..Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advolmd, {Bandung: Fokusmedia, 
Cetakan Pertama, 2003}, hal. 11a Selanlutnya berdasarkan Pasal2 ayat (1) Uf'Jdang-Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tertf.atlg Advokad, dinyatakan bahwa Advol<at. Penasihat HukUm, Pengacara Praktlk 
dan Konsu11an Hulrum yang telah diangkst pada saat undang-undang lnl mula! berlalw, dinyatakan 
sebagai Advokat sebagalmana dialur dalam undang-undang inl. Ibid, hal.1so, 

41 Indonesia, Undang-Undang Nomora9 Tahun 1999 tentang Hak Asasf Manus/a, Pasal1 angka 
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, tarbitan Balal Puslaka, Jakarta; dikrim!nasi adalah Pembedun 
perlakuan terhadap sesama wa;ya negara (berdasarkan wama kulit, g<~longan, sut<u, ekanomi, agama. 
dsb.). Dfskriminasi mengenal status sosiel adalah pombedaan sikap dan perlakuan terhadap sesarna 
manusia berdasa~an kedudul\an sosialnya. Oalam hal lni, pengujian materii! yang dlajul..an i'ara 
Pemohon adalah menyangkut dikriminasl tenlang status soslal dlmana status soslal dari para 
Pemohon adalah pakefjaan sebagai Advokat 
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Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan 

menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besamya telah 

pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau 

melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitla Urusan Piutang 

Negara. Kemudian Pasal Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang PUPN menyatakan bahwa dalam hal seperti 

dimaksudkan dalam Ayat {1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan 

pengurusan piutang negara kepada Pengacara. 

0.7. Pasal28 huruf I Ayat (2} Undang-Undang Dasar 1945 

Dalam Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif alas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

Adapun mengenai pengertian eksekusi adalah realisasi dari 

kewenangan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang 

tercantum dalam putusan.42 

4t Sudikno Merto!tusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Uberty, Yogyakarla, 1996. 
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E. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatit'3 

dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utamanya, 

khususnya adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, dan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, termasuk 

kedalamnya rancangan undang-undang, hasil pemeriksaan, hasil karya 

akademisi dan pakar hukum. Penelitian hukum normatif ialah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka.44 

Pendekatan yang dipergunakan bertitik tolak dari sudut ilmu 

hukum, terutama Hukum Tala Negara. Sebagai hukum positif, Hukum 

Tala Negara merupakan peraturan hukum yang berlaku positif, yang 

merupakan peraturan hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu 

dan pada suatu saat tertentu.45 Penelitian hukum normatif ini mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika 

43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Pene/ilian Hukum Normalif Sualu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 13. 

44 Soe~;::~., Soekanto dan Sri Mamudji, Pene/itian ... Op.Cit., hal. 15. 
45 Wirjonno ·-Prodjodikoro, Asas-asas llmu Negara dan Politik, (Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 

1981), hai.S. 
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hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum 

dan penelitian parbandingan hukum.46 

Panelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan 

suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode 

dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Penelitian harus memenuhi 

syarat-syarat penulisan ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dalam mencapai maksud tersebut, penelitian akan 

dilakukan berdasarkan data-data yang validilasnya dapat dipercaya. 

Penelitlan ini merupakan penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan data-data sekunder sepertl: peraturan perundang­

undangan, majalah, sural kabar, artlkel, buku-buku, hasll-hasil seminar, 

lnlormasi melalui Internet, dan bahan-bahan yang menunjang lainnya 

yang berhubungan dengan materi penelitian. Dalam penalitian ini 

dilakukan berdasarkan penelitian daskriptif, yakni berusaha memberikan 

inlormasi yang selengkap-lengkapnya mengenai Pengujian Materiil 

Alas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Hurut I Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945. Metode pendekatan dan analisa terhadap data 

menggunakan pendekatan kualitatil karena pengumpulan datanya 

berasal dari studi dokumen yang berkaitan dengan materi yang drteliti. 

46 Soerfono Sookanlo, Pangantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, (Jakarta: Ul Press, 1996), hal. 51. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan ilmiah yang balk adalah penullsan yang memberikan 

gambaran yang jelas, teratur dan mempunyal sistematlka yang balk 

sebagalmana penelilian ilmiah. Disamping itu, peneltllan juga harus 

mempunyai inter relasi antara bab-bab dl dalamnya dan dapat 

menjelaskan hubungan antara baglan-bagian yang akan dtteliti dalam 

penyusunan tesis inl, serta dalam keterkaitan antara permasalahan yang 

akan dtteltti sehingga permasalahan dalam tesis tersebut terjawab 

dengan landasan teori dan dasar hukum. Peneltlian ini terdiri dari 

beberapa bab dan akan diuraikan secara sistematis dan berurutan. 

Dalam bab I yang berjudul pendahuluan ini akan dijelaskan 

mengenai apa yang menjadi Jatar belakang permasalahan yang 

didalamnya juga menguraikan sekllas mengenai pengetahuan tentang ide 

pembentukan Mahkamah Konstitusi, kebijakan pemerintah dan 

permasalahannya sehubungan dalam kaitannya dengan peranan 

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam pengujlan materlll Atas Pasal 

12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panltia 

Urusan Piutang Negara terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang­

Undang Dasar 1945. Kemudian menemukan permasalahan­

permasalahan yang menjadi penyebab terjadlnya permohonan pengujian 

materiil oleh para Advokad kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam bab inl 
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juga menjelaskan mengenai tujuan diadakannya penelltlan ini, 

dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dalam 

subbab kerangka konsep agar tldak terjadi perdebatan diflnisi, serta 

menjelaskan metoda yang dlgunakan dalam penelitian ini dan yang 

terakhlr menjelaskan lentang sistematika penulisan dalam penelnian ini. 

Sedangkan bab II adalah bab yang berjudul mengenai pihak· 

pihak yang terkait dalam pengujlan materiil atas pasal 12 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 49 prp. T ahun 1960 ten tang Pannla Urusan 

Piutang dan Negara terhadap Pasal 28 Hurul I Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945, dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 

apa yang dlmaksud dengan Panitia Urusan Piutang dan Negara. Dalam 
. 

bab ini juga menjelaskan apa saja yang menjadl kewenangan Panitia 

Urusan Piutang dan Negara yang tentunya didasarkan pada suatu 

ketentuan. Seianjutnya dalam bab ini juga menjelaskan mengenai siapa 

itu para Advokad dan apa yang menjadi dasarnya sehingga mereka 

dapat mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah 

Konstitusi Alas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Pasal 28 

Huruf I Ayat (2) Undang·Undang Dasar. Selain itu dalam bab ini juga 

menjelaskan sekilas mengenai Mahkamah Konstnusi dan hal-hal yang 

menjadi kewenangannya, serta yang tidak kalah penting juga, dalam 
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bab ini menjelaskan mengenai Mahkamah Konstitusi dan perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia. 

Masuk ke dalam bab Ill adalah bab yang menguraikan mengenai 

hal pokok yang menjadi obyek tuntutan yang dimohonkan untuk 

dilakukan uji materiil oleh pemohon kapada Mahkamah Konstitusi. Selain 

~u juga apa saja yang menjadi alasan tuntutan pemohon tersebut akan 

dijelaskan dalam bab ini. Para pemohon yang dalam hal ini adalah 

Advokad/Pengacara, apakah kedudukan para Advokad/Pemohon 

memang tepat dalam mengajukan pengujian Materiil Atas Pasal 12 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Dan apa 

yang menjadi alasan pamohon mengajukan pengujian Materiil Atas Pasal 

12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, 

serta apa yang menjadi tuntutan para pemohon. 

Sedangkan dalam bab IV, akan diuraikan secara terperinci 

mengenai analisa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Disamping 

itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai penjelasan yang 

disampaikan oleh beberapa pihak-pihak terkait dalam pengujian Materiil 

Alas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

tentang PUPN mengenai kewenangan-kewenangan pihak yang 

bersengketa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga apa 

saja yang menjadi dasar hukum seluruh pihak, apakai1 sudah sesuai 

dengan ketentuan Y!!f19 berlaku? Disamping itu datam bab ini akan 

Universitas Indonesia 

' 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



32 

menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi dalam memutuskan permohonan Pengujian Materiil Atas Pasal 

12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, 

sehingga putusan tersebut sudah tepat berdasarkan atas hukum. 

Yang terakhir, yailu bab V yang berjudul kesimpulan dan saran," 

akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian 

tersebut yang dapat menjawab beberapa permasalahan yang terdapat 

pada bab I secara jelas dan berurutan. Yang tidak kalah panting, dalam 

bab ini juga dapat memberikan saran-saran berdasarkan pacta 

peraturan perundang-undangan terhadap permohonan pengujian materiil 

atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga saran-saran tersebut 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi suatu 

masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pengujian materiil alas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 

Prp. Tahun 1960 tentang Panilia Urusan Piutang Negara, terutama bagi 

perkembangan hukum di Indonesia serta membelikan penjelasan kepada 

masyarakat Indonesia umumnya. 
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BAB II 

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENGUJIAN MATERIIl 
ATAS PASAL 12 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 49 

PRP. TAHUN 1960 TENTANG PUPN TERHADAP 
PASAL 28 HURUF I AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

A. PUPN DAN KEWENANGANNYA 

A.1. PUPN 

33 

PUPN yang merupakan kepanjangan dari Panitia Urusan 

Piutang Negara adalah panitia yang bersifat interdepartemental 

yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi 

pemerintah atau badan-badan yang dikuasai negara. Ketua PUPN 

diangka! dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Anggota 

PUPN berasal dari unsur pejabat Departemen Keuangan sebegai 

anggota. Departemen Pertahanan dan Keamanan sebagai 

anggota, Kejaksaan sebagai anggota dan wakil dari Bank Indonesia 

sebagai anggota dan ketua merangkap anggota. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panilia 

Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah membentuk lembaga 
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yang bertugas mengurus piutang negara yang disebut PUPN47 

Pacta saal Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 disusun, 

terhadap penanganan kredtt mace! (Piutang Negara) dibutuhkan 

langkah-langkah yang singkat, cepat dan . etektff yang tidak 

dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam HIR 

(Staatsblad 1941 Nomor 44) karena dianggap dapat menemui 

berbagai macam kendala dan kesulitan, balk prosedur maupun 

waktu yang lama. 

Pacta saat inl kabutuhan dan suasana telah berubah 

sebagaimana terlihat dari perkembangan peraturan perundang­

undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tenteng Keuangan Negara,48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,Undang-Undang Nomor 1 

~1 Pasat 3 Kaputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 tentang Panitia 
Urusan Plutang Negara (PUPN) dan Baden Urusan Piutang Negara {BUPN) mangatur PUPN sabagai 
suatu Panttia yang sifatnya interdepartemental. otah karena itu, lembaga yang menyelenggarakan 
keputusan PUPN tersebut sekarang disebut Dlrektorat Jenderal Kellayaan Negara (OJKN). Ketua 
PUPN morangkap sebagai Dlrektur Jenderal Kekayaan Negara, PUPN Pusat berkcdudukan dl 
Jakarta, sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di s&tiap Kantor Petayanan Kekayaan 
Negara clan Lelang (KPKNL). PUPN rnempunyai tugas dan wawenang dlantaranya pengurus plutang 
negara atau utang kepada Negara yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kapada Negara {lnstansl 
Pemerintah} atau Badan Usaha Negara yang modal ate.u kekayaannnya sebaglan atau seruruhnya 
millk Nagara balk di pusat maupun dl daerah, 

~e Ada dua pangartian yang blasa dlkallkan dengan perkataa.n uang negara, yal!U uang nogara 
dalam al1l ekonomls, yaJtu dana dan kekayaan mllik negara, dan uang negara daJam am taknis, yaitu 
uang masuk dan keluar ssbagalmana yang tergambar dalam perhitungan APBN (Ang:garan 
Pendapaten dan Belanja Negara) dan APBD {Anggaran Pertdapatan dan Belanja Daerah). Kedua 
penge:rtian In! harus dlbedakan , dan pengortlannya lidak boleh dlca;npuradukkan sehingga 
menlmbulkan kebfngunan da!am memahaml konsep-imnsep yang terkait dengan pemgertian keuangan 
negara dlmaksud. Oalam artl ekOnomis, semua aset atau kekayaan negara adalah kekayaan milik 
negara, tennasuk apa seja yang dapat dlnila! dengan uang. Namun, kekayaan negara da!am arti luas 
tfdak identik dengan keuangen negara. Mesklpun kekayaan itu dapat dinUal den!}Bn uang, tetapl 
secara tall:nis hukum antara kekayaan negara dan kwanga.n telap berbeda dan haros dibedakan. 
Uhat Jimly Assiddiqle, Pokok-Pokok Hukum Tata Noga.ra Indonesia, (Jakarta: PT. Bhuana llmu 
Popular, 2007), hal. 811). 
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Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara." PUPN mempunyai 

tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari 

instansl pemerintah dan badan usaha yang secara langsung atau 

tldak langsung dlkuasal."' 

A.2. Kewenangan PUPN 

Tugas dan kewenangan PUPN selalu berka"an dengan 

Keuangan Negara. Definisl keuangan negara adalah semua hak 

dan kewajlban negara yang dldapat dinllal dengan uang, serta 

segala sesuatu balk berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadlkan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut." Sedangkan Keuangan Negara 

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah keuangan negara yang dlkaltkan dengan 

tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Oleh 

sebab ltu, pengertian keuangan negara dalam ayat (5) ~ tidak 

'"" Seiring dengan parkambangan dan tunhrttm zaman, maKa pengertlan terrtang Plutang Nngara 
ta!ah bargasar atau berubah sebagalmana dlah!r dalam peratman perundang-undangan, dlantaranya 
Undang~Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Mifik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 1entang 
Perbenda:haraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan PMang NegaraJDaarah, Petalu.''an Pemarintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang 
Parubahan Atas Paraturan PemMntah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tate Cam Penghapusan 
Plutang Negara/Oaerah, dan Peraturan Menterl Keuangan Nomor 87/PMK07/2006 tentang 
Pengurusan Plutang Perusahaan Negara}Oaerah. 

00 Indonesia, Peraturan Presfden Noroor 89 Tahun 2006 tentang Panilia Urusan Piutang Negara, 
Pasaf1z.,4yat (1}, 

51 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Jakarta: 
Pustaka Pergaulan), hal 3., Pasal1 anglia 1. 
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mungkin mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan­

perusahaan, kecuali Perusahaan Jawatan. 52 

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tentang PUPN53, antara lain disebutkan bahwa untuk 

kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan­

badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh 

52 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangsn Publik dafam Pe!Spfiktif Hukum, Teoti, Kritik dan Saran, 
Ed,1, (Jakarta: PT Raja Graflndo Persada, 2009), hal. 41. lihat juga halaman 22, dilelaskan bahwa 
dalam hubungan dengan pengertlan keuangan negara, perlu kiranya ditelaah dengan cermat masatah 
apa saja sesungguhnya yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, 
dimana ada 3 masalah, yaitu: a. ada tanggung jawan k:euangan negara yang harus diperiksa, b. untul<: 
pemeriksaan tang:gung jawab tersebut diadakan suatu badan Pemer!ksa Keuangan, yang 
peraturannya ditetapkan dengan undang~undang, e. hasU pemeriksaan itu diberitahukan kepada 
Oowan Perwakilan Rakyat 

53 PUPN adalah suatu panitla, sehingga untuk metaksanak.an penyelenggaraan dan lugas yang 
dlrmliki PUPN dibentuk lembaga yang disebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 197$ tanggaJ 20 Maret 1976 tentang Panitla Urusan Piutang 
Negara dan Badan Urusan Plulang Negara. BUPN adalah badan yang menye!enggarakan 
pe!aksanaan pengurusan pMang negara yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Menreri Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggatakan pengurusan p1utang negara 
yang terhutang kepada lnstansi-ins:tansl pemerintahlbadan·badan usaha negara, atau badan·badan 
lainnya baik: di pusat maupun dl daerah yang secara langsung a!au fidak langsung diktiasal negara 
berdasartmn peraluran perundang~undangan yang ber1alru. 

Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991 tangga! 1 Juni 1991 tentang 8adan Urusan Piulang 
dan Letang Negara, lembaga BUPN disempumakan kedudukannya, tugas organisasi dan tata kerja 
menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). BUPLN ada!ah badan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan yang memiliki lugas 
menyelenggarakan pengurusan plutang negara dan lelang balk yang berasat dari penyelenggaraan 
petaksanaan tugas Panltia Urusan Piur.ang Negara maupun palaksanaan kebijaksanaan yang 
-ditetapkan oleh Menteri Keuangandan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasatkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 langgal 15 Desember 2000 tentang 
Susunan Organisasi dan Tugas Oepartemen jo. Kepmenkwutusan Menteri Keuangan Nomor 
2/KMK.01/2001 tentang Organ!sasl dan Tafa Kerja Oepartemen Kel.Jangan, BUPLN diubah menjadi 
Direldorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara {DJPLN). OJPLN adalah Direldorat yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsuog kepada Ment;;ri Keuangan. Sedangkan berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unlt Organisasi dan Tugas Eselon l Kementerlan Republik Indonesia 
jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 1311PMK.0112.000 tentang Organlsasl dan Tata Kerja 
Oepartemen Keuangan jo. Perrnenkeu Nomor 107 Tahun 2006 dan Perrnenkeu Nomor 
135/PMK.O'J/2006 tentang Organlsasi dan Tala Kerja lnstansi Vertikaf OJKN, DJPLN dlubah menjadt 
Direktomt Jendera! Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN.). DJKN adalah D!rektorat yang 
berada dl bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. 

Hubungan antara PUPN dengan DJKN adalah PUPN mempunyai tugas dan wewenang mengurus 
plulang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, sedangkan DJKN adalah 
pelaksana penyelenggilra tugas dan wewenang PUPN, sebagai pelaksana keputusan PUPN yang 
mempunyai kantor operas!onal dl seluruh Indonesia yaitu Kantor flelayanan Kekayaan Negara dan 
lefang (KPKNL}. 
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negara, perlu segera diurus. Penyertaan negara merupakan 

kekayaan negara yang dipisahkan." Jadi ketika kekayaaan negara 

Ieiah dipisahkan, maka kekayaan negara tersebllt bukan lagi 

masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum 

privat sehingga tunduk pada ketentuan atau prinsip korporasi yang 

sehat. 

Piutang Negara dapat juga dihapuskan dengan cara 

penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak 

alas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Adapun 

tala cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara 

mutlak alas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan 

piutangnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN) diatur lebih I an jut dengan Peraturan Menteri Keuangan." 

Pasal II Peraturan Peme!in!llh (PP) Nomor 33 Tahun 2006 

menyatakan bahwa saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, 

maka pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk 

selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terba!lls dan Badan 

!>4 Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tnhun 2003/enlang Badan Usaha Mllik Nagar& (BUMN), 
Pasa! 1 Ayat (1). 

55 Indonesia. Poraiumn Pamerintah Nomor 14 Tahun 2005, Pasal19. 
56 Ibid, Pasal19. 
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Usaha Mllik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan 

pengurusan piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah 

diserahkan kepada Par.ilia Urusan Piutang Negara cq. Direktorat 

Jenderal Piutang Dan Lelang Negara dan usul penghapusan piutang 

Perusahaan Negara/Daerah yang talah diajukan kepada Menter! 

Keuangan melalui Dujen Piutang Dan lelang Negara tetap 

dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN dan PP Nomor 14 Tahun 2005." 

Pada penjelasan PP Nomor 33 Tahun 2006 antara lain 

disebutkan bahwa dalam kerangka penyelesaian piutang 

Perusahaan Negara/Daerah yang juga diatur dalam PP Nomor 14 

T ahun 2005, seiring dengan peljalanan waktu disadari bahwa dalam 

upaya memberikan kekuasaan bagi BUMN/BUMD dalam 

mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan piutang yang ada peda 

BUMN/BUMD dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan 

mengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah da\am 

PP Nomor 14 Tahun 2005. 

Pertimbangan untuk meninjau kembali tersebut dilandaskan 

pada pemikiran bahwa sesuai dengan dengan UU Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa 

57 lblcl, Pasal 19. 
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negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN 

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.58 

Dengan adanya pemisahan kekayaan nagara tersebut, maka 

piutang BUMN sebagai akibat pe~anjian yang dilakukan oleh BUMN 

selaku entltas perusahaan tidak lagi dipandang sabagai Piutang 

Negara, melainkan sebagai Piutang Perusahaan. Sejalan dengan 

hal itu, maka pengelolaan tennasuk pengurusan piutang BUMN, 

tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara, 

melainkan dalam koridor Pengurusan Piutang Perusahaan yang 

diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip­

prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 

BUMN memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam 

mengoptimalkan pengelolaan, pengurusan, penyelesaian piutang 

BUMN yang bersangkutan. 

Direklorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)/PUPN sebagai 

pihak yang menangani pengurusan piutang negara tentunya harus 

memberikan tanggapan-tanggapan atau penjelasan terhadap hal-hal 

yang menurut pemohon dianggap tidak adil, yang merasa hak 

konstitusionalnya dilanggar oleh PUPN. Piutang-piutang parbankan 

lUI Kekayaan Negara Yang Olpisahkan ada!ah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk 
dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pombinaan dan pengelolaannya 
tidak lagi didasarkan nada sistem APBN, me!ainkan didasarkan pada prinslp-prinsip perusahaan yang 
sehat Llhat Penjelasan l.!ndang·Uodang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal4. 
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yang macet tersebut, diserahkan pengurusannya kepada lembaga 

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan 

piutang mace!, yang dalam hal ini ditangani oleh PUPN. 

Namun piutang·piutang Negara yang pengurusannya 

dilakukan oleh PUPN tidak hanya terbatas pada Piutang Negara 

Perbankan saja, melainkan juga Piutang Negara Non Perbankan 

(PNNP), yang misalnya berasal dari pegawai suatu departemen 

yang diberikan Bea Slswa ke Luar Negeri, kemudian setelah lulus 

tidak kemball ke lnstansl yang bersangkutan atau bahkan tidak 

kembali ke Indonesia. Biaya yang digunakan untuk memberikan Bea 

Siswa tersebut harus diganti oleh yang bersangkutan. Untuk itu, 

penagihannya diserahkan ke PUPN. Hal semacam ini termasuk 

dalam kategori PNNP. 

Jadl dapat dlslngkat bahwa yang dimaksud dengan Piutang 

Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara 

atau badan-badan balk secara langsung maupun tldak langsung 

dikuasai negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau 

sebab apapun. Dalam kenyataannya banyak sekall piutang negara 

bermasalah atau macet dan harus dlurus karena merupakan harta 

negara. Piutang Negara tersebut dlbagi menjadi dua, yaitu Piutang 

Negara Perbankan dan Piutang Negara Non Perbankan. Piutang 

Negara Perbankan yaitu kredit mace! bank-bank pemerintah. 
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Seperti bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia 

(BNI), Bank Mandiri, bank Rakyat Indonesia (BRI) . Sedangkan 

Piutang Negara Non Perbankan, berupa tagihan dari lembaga atau 

instansi atau badan pemerintah selain bank seperti taglhan macet 

Telkom, Perusahaan Ustrlk Negara (PLN), tuntutan ganti rugi, dan 

lain-lain. Balk Piutang Negara Perbankan maupun Piutang Negara 

Non Perbankan dlserahkan ke DJKN oleh Penyerah Piutang. 

Penyerah piutang (kredltur) adalah lnstansl pemerintah badan 

negara balk tlngkat pusat maupun tlngkat daerah termasuk 

pemerlntah daerah dan badan usaha yang jumlah saham atau 

modalnya dlmllikl badan usaha millk negara/daerah sesual 

peraturan perundangan yang berlaku dan wajlb menyerahkan 

pengurusan plutang macetnya kepeda DJPLN. 

B. ADVOKAD DAN HAKNYA MENJADI PEMOHON 

B.1. Advokad 

Sebagalmana telah dlsebutkan pada bab sebelumnya, 

pengertlan advoked dapat dideflnlsikan sebagai orang yang 

berprofesi memberikan jasa hukum, balk dl dalam maupun dl luar 

pengadllan yang memenuhl persyaratan berdasarkan ketentuan 
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Undang-Undang inL" Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip 

negara hukum dalam kehidupan berrnasyarakat dan bemegara, 

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung 

jawab memiliki peran dan fungsi yang panting dl samping lembaga 

peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan 

kejaksaan.00 Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat 

menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan 

hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk 

usaha untuk mamberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak 

fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai selah satu 

pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi 

manusia.61 

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di 

jalur profesi dl luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokai di 

luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, 

sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum 

masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin 

terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa 

konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak 

59 Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tenlang Mvakad, {Bandung: Fokusmedia, 
Cetakan Pertama, 2003}, hal. 178. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomar 
18 Tahun 2003 tenlang Advokad, dinyatakan bahwa Advokat, Penasillat Hukum, Pangacara Pra.ktik 
dan Konsuttan Hukum yang te!ah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan 
sebagai Advokat sebaga!mana diatln dalam tmdang-undang ini./bid, hal.190. 

60 <http:/lwellnkusuma.blogspotcom/2006/05/profesi-pengacara-advokathtmV>, Diakses: i Juti 
2009. 

61 Ibid, 
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dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi 

pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional 

khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan." 

Advokat sebagai salah satu pilar penegakan supremasi 

hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur sistem 

peradilan. Advokat memiliki peran, tugas dan fungsi yang demikian 

luas dalam memberikan jasa profesional mereka kepada 

masyarakat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 

persyaralan berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat. Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga 

lain yang menerima jasa hukum dari Advokat." 

8.2. Hak Advokad Menjadi Pemohon 

62 /bid. 
63 Ibid. 

Dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 12 

ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN terhadap 

Pasal 28 huruf I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, para 
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Advokad/pengacara melakukan pengajuan permohonan melalui 

permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah 

Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa 

dengan berlakunya kelentuan Pasal 12 Ayal (2) UU Nomor 49 Prp 

Tahun 1960 tentang PUPN, yang menyatakan bahwa: 

Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, 
maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara 
kepada Pengacara. 

maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf I Ayat 

(2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Terhadap pengurusan piutang mace! (piutang negara) 

tersebut, Para Advokad yang mengajukan permohonan dalam hal 

pengujian materiil merupakan warga negara Indonesia, yang 

bertindak baik sebagai perorangan atau kelompok orang yang 

dalam hal ini mempunyai kepentingan sama yang menganggap hak 

konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan yaitu apa yang tercantum 

pada Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN, dimana pemohon menganggap bahwa ketentuan tersebut 

diskriminatif. 
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Pemohon memberikan pengertian diskriminatif tersebut 

dengan mengutip pada Pasal1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:64 

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan 
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, 
jenis kelamin, bahasa, keyakinan, polttik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 
kolektif dalam bidang polftlk, ekonomi, hukum, soslal, budaya 
dan aspek kehidupan lainnya 

Pemohon mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud termasuk 

dalam status sosial mereka sebagai advokat. 

Awal dar! permasalahnya, para AdvokadJPengacara yang 

dalam hal ini merupakan Pemohon pengujian materiil pernah 

mengajukan proposal penanganan kredit macet kepada salah satu 

Bank Mlllk Negara (Bank BUMN) dan kemudian para Pemohon 

(Advokad) tersebut mendapat jawaban berupa penolakan dengan 

alasan bahwa menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang PUPN, secara tegas disebutkan bahwa 

pengurusan plutang negara dilarang diserahkan kepada 

pengacara ... 

64 Luthfi Wldagdo Eddyono, Larangan Penga.cara Mengurus Piutang Negara Bukanfah 
OiskrlmlnasL <http:/Mww.kabarlndonesia.oomlberita.php7p:ii=6&Jd=larangan+Pengacara+Mengurus+ 
Plutang+Negara+Bukan>, Oiakses: Rabu, 1 April2009. 

ll5 LulhfL Widagdo Eddyono, Larangan Pengacara Menguros Piutang NB!J8ffl BukanJah 
DfskriminasLlbid. 
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Pengujian materiii yang dlajukan para Pemohon yang terdiri 

darl Advokad adalah menyangkut dlkrlminasi tentang status sosial 

dimana status sosial dar! para Pemohon adalah pekerjaan sebagai 

Advokat. Pemohon berpendapat dalam mengurus kredH macet, para 

Pemohon sudah mempunyai pengalaman yang cukup. Sejak tahun 

1993, Pemohon sudah menjalin kelja sama dengan beberapa bank 

swasta nasional maupun asing untuk menyelesaikan persoalan 

kredit mace!. Pada tahun 1993 tersebut, Direksi sebuah bank 

swasta nasionai bercerita kepada Direksi sebuah Bank BUMN 

tentang keberhasilan kelja sama antara Pemohon dengan bank 

swasta nasionai tad! dalam menyeiesaikan persoalan kredit macet. 

Rupanya Direksi Bank BUMN tersebut tertarik dan mengundang 

Pemohon untuk bertemu membicarakan kerja sama. Namun 

demikian pihak bank BUM N tetap berpegang bahwa pengurusan 

pilrtang negara masih dilakukan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 

Artinya adalah bahwa Pemohon gaga! menjalin kerja sama dengan 

Bank BUMN terseblrt, padahal Dir<'Jksi Bank BUMN tersebut pada 

awalnya sudah sangat senang dan mempunyai suatu harapan yang 

balk dalam menyelesalkan kredit macet tersebut. 

Pemohon juga berpendapat bahwa untuk menangani kredit 

secara berhasil, termasuk upaya menarik kembali kredlt dari debitur, 
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dibutuhkan keahllan dan pengalaman khusus dalam bldang hukum 

dan perbankan. Oleh karena itu, akan banyak manfaatnya apablla 

dalam menanganl kredit bermasalah, bank mllik negara 

memanfaatkan bantuan Advokat sebagalmana telah dilakukan oleh 

bank-bank swasta nasional maupun asing. Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dalam pasal1131, yang isinya menyatakan: 

Segala kebendaan si berutang, balk yang bergerak maupun 
yang tldak bergerak, balk yang sudah ada maupun yang 
baru akan ada dikemudlan hari, mejadl tanggungan untuk 
segala perlkatan perseorangan.66 

Dalam ketentuan tersebut Ieiah dlkenal mengenal pengaturan 

tentang penjamlnan yang dilakukan berdasarkan pe~anjlan. 

Pengaturan tersebut menyatakan bahwa seluruh kekayaan 

seseorang berutang (debitor) dapat dijadikan sebagal jaminan untuk 

semua utangnya.67 Semua debltor bertanggung jawab atas 

perikatan-perikatan/hutangnya dengan seluruh harta benda 

millknya. 

00 Kitab Undsng·Undang Hukum Pordata (Burgerlijk Wetboek), dlte~emahkan oleh A.Subekti, S.H. 
dan R. Tjitrooudiblo, cet.27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1895), pasal1131. 

61 Prof. R. Subektl, Jaminan·jaminatJ untuk Pemberian Kradft menumt Hukum Indonesia, cel.l, 
(Bandung: PeoerbftA1umni, 1978), haL 21. 

Un!vetsitas Indonesia 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



48 

C. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEWENANGANNYA 

C.1. Mahkamah Konstltusl 

Mahkamah Konstitusi, berikut tugas dan wewenangnya, 

pertama kali diperkenalkan pada Perubahan Ketiga Undang-Undang 

Dasar 1945. Pasal Ill Aturan Peralihan Perubahan Keempat 

Undang-Undang Dasar 1945 sepertl dikutip di awal tulisan, yang 

disahkan pada Sldang Tahunan MPR 9 November 2001. 

Sebetulnya, pasal ini hadir sebagai jalan keluar untuk mengisl 

kekosongan hukum sementara Mahkamah Konstltusi belum 

terbentuk."' Untuk pengertian konstitusi dalam pengertian Undang­

Undang Dasar 1945, sebelum dipakai istilah groundwet, di Belanda 

juga pernah dipakai staatsregeling. Namun, menurut Gijsbert Karel 

van Hogendorp pada tahun i 813, islilah groundwet dipakai untuk 

mengganlikan istilah staatsregeling." 

Dalam perkembangan kehidupan bemegara, konstitusi 

menempati posisl yang sangat panting. Pengertian dan mater! 

muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan 

perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. 

Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat diketahui prinsip-

&& Mahkamah Konstitusi, se T~hun .• .Dp.Cif. 
' 09 Sri Soemantri Matosoewigyo, Prosedure dan Sistem PenJbshon Konstitusl dan Mahkamah 

Konstitusi, (Bandung: Arumni, 1981}, hal. 1~2 dan hal. 9~ 10. 
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prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara 

serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai 

konstitusi dapat dikatakan mewakill tingkat peradaban suatu 

bangsa. 

Kajian tentang konstitusi semakin panting dalam negara­

negara modern saat ini yang pada umumnya menyatakan diri 

sebagai negara konst~usional, baik demokrasi konstitusional 

maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar istilah 

untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham 

tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara 

(konstftusionalisme) yang dianut hampir di semua negara, termasuk 

negara-negara yang tidak memiliki konstitusi sebagai dokumen 

hukum tertulis serta yang menempatkan supremasi kekuasaan pada 

parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat. 70 

Konstitusi yang kokoh hanyalah konslitusi yang jelas Iaham 

konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur 

secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga 

legislatn, eksekutil dan yudisial secara seimbang dan saling 

70 Secara garis bosar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan beroogara dapat 
dlk!asiflkasika:n man_iad! dua macam, yaitu dalam lembaga perwaldlan rakyat atau parlemen, dan 
da1am bentuk konsl.ltusi ;;;ebagat wujud perjanjlan sos!al tertinggL Ne9ara-negara yang l"'lMganut 
perwuJudan kedaulaten ra.~at dalam parlemen mengakibatkan dlanutnya prtnsip supremas1 parlemen. 
Konstitusi dalam negara tersebut dapat dibuat a tau diubah dengan produk hukum parlemen {legislative 
act). Sedangkan negara yang menganut perwu]udan kedaulatan rakyat pada konstitusl, menempatkan 
konstirusl sebagai hulwm larllnggL Komrekuensinya, hu~um yang dlhuat oloh palie!l'len lidak boleh 
bertentangan dengan konsti1usi, dalam makafah Jimly Assh1dd1qte, Gagasan Dasar Tentang 
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusl. 

Universitas Indonesia 

I 
I 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



50 

mengawasi (checks and balances) serta memberikan jaminan yang 

cukup luas dalam arti penghormatan (to respect), perlindungan (to 

protect) dan pemenuhan (to full fill) hak warga negara dan hak asasi 

manusia (HAM).71 

Pemlkiran mengenai pentlngnya suatu Mahkamah Konstitusi 

telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum 

merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang 

Dasar dl Badan Penyelldik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin 

telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung parlu 

diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun ide 

lnl ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama 

Undang-Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu (yang 

kemudlan menjadl Undang-Undang Dasar 1945) tidak menganut 

paham trias politika, kedua pada saat itu jumlah sarjana hukum kita 

belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal 

"tu 72 I . 

Penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar masa lalu dan 

masa kini, dan masa yang akan datang, memerlukan rujukan 

standar yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, 

sehingga Undang-Undang Dasar tidak menjadi alat kekuasaan yang 

71 Abdul Mukt:ie Fadjar, Hukum Konslftusl dan Mahkamah Konstilusi,(Se~en 'dan Kepanltoraan 
Mahkamah Konstitusi-Rt, 2{)06}, HaL 34. 

72 Jimly Asshiddiqio, Mode'"'Model ... , Op. Cit, hal. 45. 
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ditentutan secara sepihak oleh pihak manapun juga.73 Pendirlan 

Negara Demokrasi merupakan salah satu ctta-cita dar! para 

founding father yang perlu direalisasikan.74 

Undang-Undang Dasar 1945 yang semula dirancang sebagai 

dokumen sementara, telah dianggap sebagai litik rujukan bagi 

penguasa otoriter yang mengekang negerl ini selama lebih dari liga 

dasawarsa. Walaupun isu-isu tartentu dapat diatasi dari luar 

kerangka konslitusional dan akhlrnya diimp!ementasikan rnela!ui 

perundang-undangan, Konstitusi juga menjamin sistem polttik dan 

hukum, hubungan antara warga negara dengan negara, dan 

mengatur kekuasaan dan hubungan antara lembaga kepresidenan, 

para pembuat Undang-Undang dan para penegak hukum.75 

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga 

yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan Mahkamah 

Konstitusi dimaksudkan agar tarsedia jalan hukum untuk mengatasi 

perkara-perkara yang terkait era! dengan penyeienggaraan negara 

dan kehidupan poiHik. Dengan demlkian kontlik yang terkait dengan 

13 Jimly Asshiddiqlo, Konsritusi dan Konstltusionalfsme Indonesia, (Jakarta:: Konstltusl ?Jess. 
2005), hal. 36. 

14 Siegfried Bross, Hukum Konstitusf Repubfik Federal Jarman; Beberapa Piftvs.an TerpiJih, 
(Jakarta: Pusat Studi Hukurn Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas :;-:::'o~esia, 2:008), hal. lO. 

75 Satya Arinanto, Hak AsesJ Manusia Dalam Trans/sf Pafilik Di Indonesia, Cetakan kedua 
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal.258-259. 
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kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konllik polttik-

kenegaraan tanpa pola penyelesalan yang baku, transparan, dan 

akuntabel, melalnkan dikelola secara objektH dan rasional 

sehingga sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. 

Oleh karena Hu Mahkamah Konstnusi sering disebut sebagai 

Lembaga Negara Pengawal Konstnusi atau The Guardian and The 

.Interpreter of The Constitution."' 

I 
71 }bid. 

Dalam rangka menggali sejauhmana beneficial effect yang di 

hasilkan oleh Mahkarnah Konstitusi maka ktta dapat mengamati 

melalui hal yang basic yaitu, sudahkah tarlindungi hak warga 

Negara ktta terhadap tlndakan-tlndakan yang sewenang-wenang 

dari pemerintah, sehlngga memungkinkan manusla sebagai warga 

Negara untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan 

kala lain, ada sebuah jamlnan terhadap apa yang oleh masyarakat 

dlrasakan sebagai keadilan sosial. Keadilan soslal adalah suatu 

keadaan di mana setlap golongan merasa dlrinya mendapat 

penghargaan yang wajar dari golongan-golongan yang lain, 

sedangkan setiap golongan tldak merasa diabaikan oleh keglaten 

golongan-golongan Jalnnya. 71 

Mahkamah 
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Melalui Mahkamah Konstttusi kita mempunyai sebuah 

harapan besar bahwa hak-hak masyarakat akan terlidungi atas 

tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, sehingga 

memungkinkan warga masyarakat untuk menlkmati martabatnya 

sebagai manusia. Keadilan yang dituju sebagai cita hukum itu 

menjadi pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positif 

kepada cita hukum. Dengan demikian hukum yang adil adalah 

hukum yang diarahkan oleh clta hukum untuk mencapal tujuan 

masyarakat. 

Sebuah cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur 

yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum 

positil adil atau tidak, melalnkan juga berfungsi sebagai dasar yang 

bersilat konstitutif, yaitu menentukan bahwa tanpa adanya ella 

hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. 

Dalam konteks ini berkaitan Mahkamah Konsitusi sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan hukum dan 

keadilan yang bersifat konsmutif yang terkandung dalam konstitusi 

sebagai hukum dasar negara. 

Dari beberapa uraian dl alas, dapat dikemukakan sebagai 

hubungan konsistensi antara hukum (konstitusij dan kenyataan 

yang menjadi pandangan hidup masyarakat. Dengan cara pandang 

seperti demiklan maka hal ini bisa dikatakan sebuah usaha untuk 
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mencoba mempertautkan antara dua tradisi pemikiran dalam 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang dianut. Pertama, 

pemlkiran tentang negara hukum yang demokratis. Kedua, 

pemlkiran tentang penegakan konstitusi dan konstitusionallsme 

yang menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi. 

C.2. Kewenangim Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil amandemen ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR} Republik Indonesia Tahun 2001 

dalam Bab IX, Pasal 24 ayat (2) dan Perubahan keempat Undang­

Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 dalam 

Aturan Peralihan Pasal Ill. Adapun Pasal 24 ayat (2) selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut: 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada dl bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 78 

Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan pada era reformasl ini diharapkan 

dapat menjawab dan menyelesaikan perwalan mengenai konstitusi. 

Sebagai organ konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk menjadi pengawal 

7
{1 Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republlk 

Indonesia Tahun 194S,(Jakatta: Sokr€!1ariatJenderal MPR AI, 2002), haL 46. 
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dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-

putusannya. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan 

amandemen terdapat ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam menjalankan Peradilan Tatanegara sebagai berikut:79 

1. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; 

2 . memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara; 

3 . memutus pembubaran partai politik; 

4 . memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

5 . memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dan memutus pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Mahkamah Konstitusi beiWenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi 

adalah dapat dirinci sebagai berikut: 60 

79 1ndonesia. Undang-Undang DasarNegara Repubfik Indonesia Tahun 1945. Pasal ;.;:-~:c. 
80 Ibid. 
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a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945;81 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

republik Indonesia tahun 1945;82 

c. Memutus pembubaran partai politik; dan83 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;84 

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan alas pendapat DPR 

bahwa Presiden danlatau Wakil Presiden diduga Ielah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat Jainnya, atau perbuatan tercela, 

81 Dlbe!il<annya kewenangao untuk menguji Undang~Undang terhadap Undaog-Undang Dasar 
kepada kektlasaan kehakiman, dalam hal lni kepada Mabkamah Konstitusi adalah suatu 
perkembangan bam dalam ketatanegaraan lndonesla oleh karena selama ini kelruasaan kehakiman 
dafam hal inl melatui Mahkamah Agung hanya diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang~ 
undangan di bawah Undang...Undang dengan alasan bertentangan dengan peratoran perundang· 
undangan yang lebih tinggLUntuk leblh jelasnya !ihat Peraturan Mahkamah Konslltusi (PMK) Nomor 
061PMK/2005 tentang Pedoman beracara daram Peri<ara Pengujian Undang-Undang. llhat juga Jimly 
Asshiddiqie, Hukum Acaro Pengujian Undang·Undang. 

82 Untuk saat ini referensi tulisan yang berkaiten dengan Lembaga Negara, dapat diliha! pada 
buku Sengketa Lembaga negara yang telah diterbilkan o!eh KRHN (Konsornlum Reformasl Hukum 
Nasional. 

*" Leblh jelasnya lihat Jimly Asshfddiqie, Kemerr:Jekaan BerstmJ..tlt, Pembubarart Partai Politik, dan 
Mahkamah Kosntitusi. 

64 Padz awalnya, Pemilihan Umum yang dimaksud di sini yaltu hanya ferbatas pada pengertian 
Pemlfihan Umum aoggota Legislalif den peml!!han Presiden dan Wakll Presfden saja, bukan tennasuk 
pada PemiHhan Kepala Daerah (Pilkada). Akan letapl pada saat ini penye!esaian sengketa Pilkada 
yang menjadi kewenangan Mahkarnah Agung dialillken menj<:n:!i. kewenangan Mahkamah Konslitusi, 
dikarenakan Mahl<amah Agung temyata menemulqm kesulilan lerhadap penanganan perkara Pllkada 
itu sendiri. 
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danlatau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 194585 

Menurul Sri Sumantri, bahan pertimbangan hak menguji materiil Undang­

Undang terhadap Undang-Undang Dasar ini adalah jika kewenangan ini 

tidak ada, maka akan menimbulkan bahaya.86 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon87 

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya88 dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum ada! sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara. 

85 Rumusan terinci dapat merujuk pada Pasal 7B ayat {1} sampai dengan ayat (5} UNDANG­
UNDANG DASAR Negara R! Tahun 1945 yang !eb!h dikenaf dengan impeachment lihat juga btJl<U 
~Impeachment Presiden: Alasan llndak Pidana Pembethentian Presiden Menurut Undang:-Uodang 
Dasar 1945• karya Hamdan Zoelva, S.H., M.H .• yang telah ditertmkan oieh Konst!lus! Press. 

00 Soeditjo, Mahkamah Agung, Umian Singkat Tentang Kedudukan, Susunan dan Kedudukannya, 
Menurol Undang-Undang Nomor 14 T ahun 1985. (Jakarta: Media Sarana Press, 1989), hal. 72. 

111 Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-.undang untuk 
mengajukan permohonan p81kam konst!tusi kepada Mahkamah Konstltusl. Pemenuhan syarat-syarat 
tersebut menentukan kedudul<an hukum atau legal standing suatu Sl.lbjek hukum untuk menjadl 
pemohon yang sah dalam perkara pengupan undang-undang. Peosyaratan legal standing atau 
ltedudul<an hukum d!maksud mencakup syarat fonnal sebagaimana ditt:ntuKan dalam undang-undang, 
maupun syarat ma:leriil berupa kerugian hal<; atau kewenangan konstltus!onal dengan beriakunya 
undang-undang yang sedang dipersoalkan. 

ua Yang dimaksud dengan "flak Jwnstilusionar adalah hak.-hak yang diatur datam Undang-Undang 
Oasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945. 
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Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi69 Mahkamah Konstiwsi 

Rl, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang tlmbul 

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstnusi, 

harus memenuhi lima syarat yanu, sebagai berikut: 

a. adanya hak konstituslonal Pemohon yang diberikan oleh Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 

b. hak kons!Husional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon Ieiah 

dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 

o. kerugian konstnusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setldaknya bersifat potenslal yang menurul 

penalaran yang wajar dapal dipastikan akan terjadl; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara keruglan dan 

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dluji; 

e. adanya kemungklnan bahwa dengan dikabulkannya permohonan90 

lW Yurisprudsnsi a.dalah powsan hakim mengenal kasus tertentu (judgs decision in a particular 
case) dan putusen yang dlambil mengandung pertimbangan yang mendasar yang Wsebut ratio 
decidendi atau basic ruson, berupa prinslp hukum yang dijadikan dasar putusan yang dlambll (the 
principle of Jaw which th6 decision is based), putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang 
berhubungan dengan peritembangan hukum (Law Developmer.t, sehingga pada hakikatnya, parkara 
yang diputus berkaitan era!: dengan perubehan sosia! (social chang9) dan kond!st ekQOoml (~ 
condftion), kemungk!nan kasus tarSabut ba!um diatur dalam perundang-undangan, sehlngga 
dlperful<an panciplaan hukum baru, atatJ mungkin juga sudah dlatur dalam perundang-undangan, 
tetapi tldak snual rag~ dettgan nl!al-oilai kesadaran masyarakat sebegal aklbat perubahan sosial dan 
kondisl perekonom!an, seh!ngga dlpedukan penafsiran (Interpretation of staMe) dan modifikast t.ihat 
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugalan, Persfd81lgan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadiftm, {Jakarta: Sinar Grafika, 2.005) hal. 830, da!am Pumama Tiaria S!anturi, 
Pertlndungan Hukum Tertladep Pembeli Barang Jaminan Tidal! Bergerak Mefalui Lelartg. (Bandung: 
Mandar Maju, 2008), hal. 346, " 

00 Permohonan adalah pertnintaan yang diajukan secara tertu!ls ke-pada Mahkamah Konstitusi 
mengenat pengujlan undang-undang terhadap Undang-Undang Oasar Nogara R.epublik Indonesia 
Tahun 1945. Llhat Pasal1 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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maka kerugian konstitl.lsional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 

terjadi. 

bahwa: 

Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersHat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
mernutus pembubaran partai polilik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: 

Mahkamah Konstitl.lsi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhlr yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang·Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan uraian tersebut dl atas, rnaka Mahkamah Konstltusi 

berwenang untuk melakukan pengujian mataril alas Pasal 12 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 49 P1p. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara terhadap Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Konstitusi, Permohonan dlajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pcmohon atau 
kuasan:ya kepada Mahkamah Konstl:tusi. Lihat juga Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusl. 
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Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya siapa 

sajakah yang boleh memohon (legal standing)? Ternyata tidak semua 

orang boleh mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi 

dan menjadi pemohon."' Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana 

dlkenal dalam hukum acara perdata92 maupun hukum acara lata usaha 

negara tidak dapat dijadlkan dasar. 

D. MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAITANNYA DENGAN 
PERLINDUNGAN HAKASASI MANUSIA 

Pemlklran Hak Asasi Manusia (HAM) sejak awal pergerakan 

kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum 

tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berpuncak pada konstltusl sebagai peraturan perundang-undangan 

tertinggi di Indonesia."' 

&l Semutt perkara konsUtusl di Mahkarnah Konslitusl disebut sebagai perkara permohonan, bukan 
gugatan. A!asannya karena haldkat perkara konstitus~ di Mahkamah Konslitusi tidaldah bersifal 
adversarial atau contentious yang berkenaan dangan pihak-pihak yang satlng bertabrakan 
kepentinga.n satu sama lain seperti dalam peri<ara perdata ataupun lata usaha negara. Kepentingan 
ya[lg sedang digugat dalam perkara pengujian undang·undang adalah kepentingan yang luas 
menyangkut kepentingan semua omng dalam kehidupan bersama. Undang~unclang yang dlgugat 
adalah undang-undang yang menglkat umum terhadap segenap warga negara. Oleh sebab ltu, 
perkara yang cllaiukan tldak daJam bentuk g~atan, metalnkan perrnohonan- Dengan demikian, subjek 
hukum yang mengajukannya dlsebut sebagal Pemohon. 

112 Oalarn hukurn acara perdata dikena! adagrum point <!'interet point d'action, yaitu apablfa ada 
kepentingan hukum dlporbolehkan untuk mengajukan gugatan. 

" Baglr Manan, Pl1fkcmbangM Pemlkiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Dllndonesfa, 
{Bi!ndung: Penerbit PT. AJumni, 2008), hal. 80. 
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Hak Asasi Manusia (HAM)94
, atau sebenarnya, tepatnya harus 

disebut dengan istilah "hak-hak manusia" (human right) begitu saja, 

adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak­

hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran 

manusia itu sebagai manusia. Dikatakan "universal" karena hak-hak ini 

dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak 

peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnye, usianya, latar belakang 

ku~ural dan pula agama atau kepercayaan spirttualnya, dikatakan 

"melekat" atau "inheren" karena hak-hak itu dimiliki sebagai manusia dan 

bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan apapun. 

Karena dikatakan "melekat' itu pulalah maka pacta dasarnya hak-hak ini 

tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.95 

Ismail Suny berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan 

bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu:"" 

1. Pertama, menjadikannya bagian yang integral dari Undang-Undang 

Dasar 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen-amandemen 

94 Hak Asasl Manusla adalah seperangkat hak yang melekat pada haklkat keberaciaan manusia 
sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahMNya yang wajib dlhormatl, dijuniung 
tinggi dan dillndungl oleh negara, hukum, pemerlntah, dan setlap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusla Uhat Pasal 1 ayat (1} Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasl Manusia. dalain Moch. Falsal Salam, Pemberdayaan BUMN DJ Indonesia, 
(Bandung: Penerbit Pustaka, 2005), hal. 18. 

95 Soetandyo Wignjosoobrolo, Toleransl Dstam Kerags.man: Vtsi Untuk Abad Ke-21, Kumputan 
Tu!isan Ten tang Hak Asasi manusia, {Surabaya: P\Jsat S1udi Hak Asasi Menwria Ubaya, 2003), hal. 4, 

se Ismail Suny, Aspek-aspek Hukum dari Piagam Hak..r!ak Asasi Manusfa dan Hak·Mk Serta 
Kewajlban Warga Negara, dafam Persah~ Hukum dan Masyarakat, Majalah Parhirnpunan Sa~ana 
Hukum Indonesia, Nomor Symposium Hak:-hak Asasl Manusla, Nomor 2 Th. VIII, {Jakarta: PN BalBi 
Pus taka, 1968), haL 15. Dalam Bag!r Manan, Perkembangan P81'1'lik1nm Dan Pengaturan Hak AsaSi 
M~usia Dllndonesia, Op. Cit. 
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pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang dttempuh dengan 

Piagam Hak-Hak Warganegara (The Bill of Rihgt}, yang merupakan 

Amandemen 1-X pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini 

akan menjamin tetap terpeliharanya Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai naskah historis dimana dalam the body of the Constitution 

tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan­

tambahan. 

2. Kedua, menetapkan daiam ketetapan MPR. 

3. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut 

sanksi hukuman terhadap pelanggarannya. 

Dari ketiga bentuk di alas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh 

Pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM. 

Berkaitan dengan wacana HAM di Indonesia maka dapat kita 

lihat dari perspektif historis. Jika kita melakukan peninjauan historis 

terhadap proses pembentukan negara Republik Indonesia (RI) pada 

tahun 1945, akan tampak bahwa masaiah HAM telah mendapatkan 

perhatlan dan bahkan menjadi bahan perdebatan yang serius. Rapat 

besar Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan, BPUPKI) yang diselenggarakan pada tanggal15 Juli 1945 

misalnya menyimpan memori perdebatan founding fathers tentang perlu 

tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam Undang-Undang 
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Dasar, yang kemudian hari kita kenai sebagai Undang-Undang Dasar 

1945.97 

Dari perdebatan dalam BPUPKI, akhirnya disepakati bahwa 

tentang pengaturan HAM dimasukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

yaitu dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:'" 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Kemudian mengenai pengaturan HAM, ditegaskan juga dalam Pasal 27 

Ayat (2) Undang-Undang Dasar, yang menyatakan:99 

Tiap-tlap warga negara berhak atas pekerjaan dan panghidupan 
yang layak bagi kemanuslaan. 

' 
Sedangkan pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga 

diatur dalam Pasal28 yang menyatakan:100 

Kemerdekean berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang. 

91 Satya Arinanto, Hak Asasi Msnusl, .. , Op. Cit., hal. a. 
98 Ll1'1at Undang-Undang Dasar Negam Rapubllk Indonesia Tahunn 1945 scbelum perubahan. 
99 Ibid. 
10

!:1 Ibid. 
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Selain itu juga, mengenai pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 

1945, diatur dalam Pasal 29 ayat (2) menyatakan:101 

Negara menjamin kemerdekaan tlap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan urrtuk beribadat 
menurut agama dan kepercayaannya nu. 

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai 

HAM, yang menyatakan: 102 

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara. 

Begitu juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur 

mengenai HAM, yang menyalakan: '"" 

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 

Dan yang terakhir Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur 

mengenai HAM, menyatakan: 104 

Fakir Miskin da~ anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
nagar a 

Mengenai betapa singkat dan terbatasnya pasal·pasal dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persoalan HAM kita blsa merujuk 

pada pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 Ieiah dengan "Low Profile" menegaskan 

101 Ibid. 

102 !bid. 

tro Ibid. 

lfM lb!d. 
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bahwa betapa singkatnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 

1945, dan keluwesan rambu-rambunya sebagai hukum dasar bagi 

seluruh rakyat Indonesia dalam menegakkan kemerdekaannya, betapa 

dapat dibayangkan dengan keterbatasan jumlah kaum intelektual pribumi 

saat itu masih dapat menyusun suatu konstitusi yang dijadikan landasan 

kehidupan berbangsa dan bemegara terlepas dari segala kelemahan-

kelemahannya, Satu hal yang pasti, bahwa konstitusi tersebut disusun 

oleh putra-putra Indonesia dengan latar belakang etnis dan kultur yang 

berbeda sehingga patut ditegasken bahwa Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan produk budaya bangsa Indonesia bukan produk hukum 

semata-mata. Sebagai produk budaya bangsa Indonesia, maka di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 terkandung sistem nilai-nilai (value system) 

spiritual dan agamis bangsa yang berbeda dengan system nilai-nilai 

(masa) penjajahan. 105 

Pada era reformasi bergema tuntuten-tuntutan perbaikan 

terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, tuntutan-tuntutan 

tersebut antara lain terdirt dari: 106 

1. amandemen Undang-Undang Dasar 1945; 

2. penghapusan Dwitungsi ABRI; 

1as Rom!i Atmasasmlta, Rf'lformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum, 
{Bandung: Penerbil Mander Maju, 2001\hal. 129. 

100 Satya Arinanto. Po!ltik Pombangrman Hukum NasionaJ Dalam Era Refotmasi. Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Tetep Fakuftas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006. 
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3. penegakan supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia 

(HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 

4. desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah 

(otonomi daerah); 

5. mewujudkan kebebasan pers; dan 

6. mewujudkan kehidupan demokrasl. 

Adanya perlindungan konstltusional terhadap Hak Asasl Manusia 

dengan jaminan hukum bagi tunrutan penegakannya melalui proses 

yang adiL Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut 

dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

sebagai ciri yang panting suatu negara hukum yang demokratis. 

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.107 Jika dalam suatu 

negara HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja, dan penderitaan 

yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang 

bersangkutan tldak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang 

sesungguhnya. "" 

HlY Jimly ~~*<idiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, {Jakarta: Konpross, 2005}, haL 
159. ' 

100 lbld, hal161. 

Universitas Indonesia 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



67 

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan 

perllndungan HAM, masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya 

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar oleh 

berlakunya sebuah undang-undang, dapat mengajukan permohonan 

constitutional review kepada Mahkamah Konstllusi terhadap undang­

undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusionalnya dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirubah. 
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BAB 111 
HAL YANG DISENGKETAKAN DAN ALASAN TUNTUTAN 

A. OBYEK PENGUJIAN MATER!IL 

A. 1. Plhak-Pihak 

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstl!usi, Pemohon adalah pihak yang 

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan 

oleh berlakunya undang-undang, yailu:'"' 

1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama; 

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinslp Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

3. Badan hukum publik atau privat; atau 

4. Lembaga negara. 

lntl Pasal 51 Ayat {1} lJndang-Undang Nemer 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah KonstittlsL 
juncto Pasal 3 Peraturan MahkG;-nah Konstiltlsi Nomor 06/PMK/2005 tentang 'Pedoman Beracara 
Oalam Perkara Pengujlan Undang-Undang. 
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Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam 

permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan 

konstltusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 51 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstltusi.110 Dalam permohonannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat {2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:"' 

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; dan/atau 

b. mater! muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang­

undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemohon tersebut harus memenuhi lima syarat yaltu, 

sebagai berikut: '" 

a. adanya hak konstHusional Pemohon yang diberlkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. hak konstltuslonal Pemohon tersebut dlanggap oleh Pemohon 

110 Ibid .. 
11 : liJ?d .. 

telah dlrugikan oleh suatu undang-undang yang diujl; 

l1!!' Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusl Nomor 06/PMK /2005 tentang Pedoman Bemcara 
Datam Perka.ra Pengujlan Undang-Undang. 
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c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesnik 

(khusus) dan aklual atau setidaknya bersifat potensial yang 

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 

kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

untuk diuji; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 

permohonan 113 make kerugian konstitusional yang didalilkan 

tldak akan atau tidak lagl te~adi. 

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

pihak-pihak tersebut dl alas dapat menjadi Pemohon sepanjang blsa 

membuktikan ada hak-hak konstitusional (HAM}nya yang 

tarlanggar/dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 

A.2. Obyek Pengujian Materiil 

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2} Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Plutang Negara (PUPN) 

tersebut menurut pendapat para pemohon adalah bersifat 

dlskriminatif dan oleh karenanya ketentuan tersebut dianggap 

113 Permohonan adalah prumlntaan yang diajukan seeara tertulis kepada Mahkarnah Konstilusi 
mangenai pengujian undang·undang terhadap Undang·Undang Dasar Negarn Repuhllk Indonesia 
Tahun 1945. Uhat Peal! Ayat (3) huM a Undang-Undang Nomor 24 Tahutl2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. Pennohonan diajukan secara tertuHs dalam bahasa Indonesia oleh pemohon a!au 
kuasanya kepada Mahkema.h Konstitusl. Uhat juga Pasal 29 Ayat {1) huruf a Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Ko:nstltusL 
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bertentangan dengan Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945. Untuk itu, ketentuan tersebut menjadi obyek sengketa 

yang diajukan oleh para pemohon. 

Dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang tersebut di alas 

disebutkan bahwa: 

Dalam hal sepertl dlmaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, 
maka dllarang menyerahkan pengurusan plutang negara 
kepada pengaeara. 

Berhubung !<arena terhadap Pasal 12 Ayat (2) ini tidal< ada 

penjelasan lebih lanjut, maka para Pemohon berpendapat bahwa 

apabila suatu instansi pemerintah atau baden negara mempunyai 

suatu piutang yang sudah tergolong sebagal piutang macet, maka 

instansi atau badan dimaksud diwajibkan menyerahkan piutang 

macet tersebut kepada Panltia Urusan Piutang Negara. Dengan 

kala lain pengertian atau maksud dari Pasal 12 Ayat (2) di alas 

adalah bahwa instansi pemerintah atau badan negara dllarang 

menyerahkan pengurusan piutang macat kepada pengacara. 

Dalam Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

disebutkan bahwa: 

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
dlskriminatit alas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat dlskrlmlnatlf nu. 
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Diskriminasi merupakan suatu tindakan pembedaan yang dilakukan 

secara tak adil. Memperlakukan orang dengan keadllan dan 

kejujuran merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai 

manusia yang bermasyarakat. Kita pun dituntut berdiri di depan 

umum untuk hal yang benar. 

Meskipun secara yuridis Mahkamah Konstitusi hanya 

memin!a ke!erangan kepada MPR, DPR, DPD, danfatau 

Presiden, tetapi de facto Presiden/Pemerintah (Merrteri-menteri 

terkait) kerap menempatkan diri sebagai T ermohon, karena dalam 

jawabanfketerangannya selalu mempersoalkan legal standing 

(kedudukan hukum) pemohon, selain jawaban materi perkaranya 

yang berisi pembelaan difi. Sedangkan DPR kerap hanya bertindak 

sebagai pembberi keterangan sejarah terciptanya suatu 

pasalfketentuan. 

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 

tersebut menurut pendapat para pemohon adalah bersifat 

diskriminatif dan oleh karenanya ketentuan tersebu! dianggap 

berlenlangan dengan Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945. Untuk itu, ketentuan tersebut menjadi obyek sengketa 

yang diajukan oleh para pemohon. 
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B. AlASAN TUNTUTAN PEMOHON 

Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 disebutkan bahwa: 

lnstansHnstansi Pemerintah dan Badan-Badan Negara 
yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan 
menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan 
besamya Ielah pasti menurut hukum akan tetapi 
penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana 
mestinya kepada Panttia Urusan Piutang Negara. 

Pemohon beragumentasi bahwa karena Pemohon adalah 

Advokat, warga negara Indonesia, balk sebagai perorangan atau 

kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap 

hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, maka jelas 

bahv.>a para Pemohon memenuhi kedudukan hukum (}ega/ standing) 

dalam mengajukan permohonan ini, satu dan lain hal karena para 

Pemohon adalah Advokat. 

Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya 

dilanggar oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 

Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) 

tersebut dinilai Pemohon membatasi hak dan kebebasan Pemohon 

sebagai advokat sehlngga pasal tersebut bersifat diskriminat~. Sebab 

advokat dilarang untuk menangani pengurusan plutang, sedangkan 

advokat merur"kan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai 

kedudukan yang sama di muka hukum untuk membela setiap warga 
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negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat. 

Berdasarkan argumentasi dan alasan hukum tersebul, Pemohon 

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang pada 

pokoknya adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi 

muatan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

tentang Panitia Urusan Piulang Negara bertentangan dengan Pasal 28 

hurul I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dan menyatakan Pasa112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak 

mempunyai 

hukumnya, 

kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat 

Untuk merespon keinginan dari Direksi Bank BUMN ini, para 

Pemohon berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu 

merevisi ketentuan tentang pengertian piutang negara dan memberikan 

kebebasan kepada direksi perseroan untuk melakukan kerja sama 

dengan advokat untuk menyelesaikan kredit macet. 

Mengenai piutang negara, pemohon berpendapat undang­

undang harus secara tegas menyatakan bahwa piutang Perseroan 

Terbatas (Persero) tidak termasuk sebagai piutang negara. Kemudian 

ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 

Prp. Tahun 1960, harus dirubah. Khusus untuk Perseroan Terbatas 
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(Persero), harus diberi kebebasan kepada Direksi untuk mengurus 

piutang macetnya, apakah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang 

Negara, Kejaksaan atau Advokat; jadi tidak boleh ada larangan atau 

pembatasan. 

Terhadap ketentuan Pasal12 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, para 

Pemohon berpendapat bahwa pada dasarnya merupakan hak dari 

negara atau pemerintah untuk menunjuk suaiu instansi atau badan untuk 

mengurus piutang negara, sebagaimana dilentukan dalam Pasal 12 Ayat 

(1) tersebut, dimana nagara atau pernerintah Ielah menunjuk Panitia 

Urusan Piutang Negara untuk mengurus piutang nagara. Akan tetapi, 

ketika negara atau pemerintah juga menentukan bahwa instansi 

pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan 

plutang negara kepada seseorang atau kelompok profesi tertentu, dalam 

hal ini pengacara, maka negara atau pemerintah telah bertindak secara 

diskriminatif terhadap profesl pengacara, sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal12 Ayat (2) tersebut. 

Lebih jauh lagi, menurut para Pemohon negara atau pemerinteh 

Ielah membuat suatu peraturan yang sifatnya adaiah merendahkan 

dan meremehkan harkat ateu martabat profesi pengacara, yaitu 

berupa pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun 

tak langsung yang didasarkan pada pembedaan kelompok, golongan 

atau status sosial sebagai pengacara yang beraklbat pengurangan 
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atau penghapusan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan 

dasar dalam kehidupan balk individual maupun kolektif dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehldupan 

lainnya. 

Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak 

(void) atau setidak-tldaknya tldak dapat diterima (nfet ontvankelijk 

verklaard). Namun demiklan, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampalkan argumentasl 

Pemerintah tentang mater! pengujian UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

C. TANGGAPAN-TANGGAPAN 

C.1. Tanggapan Bank Indonesia 

Penjelasan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan AI 

pacta Rapat Ke~a dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Rl, 

tentang Tala Cara Penghapusan. Piutang Negara Dalam Rangka 

Penyelesaian Kredit Bermasalah (non performing /oan/NPlJ "' yang 

inlinya, sebagai berikut: "' 

114 Non Performing Loan (NPL) ade.lah kredit yang masuk ke dalam kualitas kredU: """-~-
dan macet berdasarkan krlteria te!ah oleh Bank Indonesia 

dalam · · 
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1) Kelompok Bank BUMN telah memberikan sumbangan yang 

besar terhadap kenaikan kredit perbankan dan triwulan 1-2006 

sarnpai dengan akhir Mel 2006, yaftu naik sebesar Rp. 15,2 

triliun atau 61% dari total kenaikan kredft perbankan. 

2) Dengan tingkat inflasi yang terkendali dan suku bunga serta nilai 

tukar yang stabil, secara umum bank-bank dapat mengelola 

rislko yang dihadapinya terutama risiko kredft dengan balk. 

Dldukung kondisi monster yang kondusif serta pertumbuhan 

kredit yang cukup besar telah menyeb!'bkan turunnya rasio 

NPL. 

3) Mengenai tala cara penyelesaian NPL perbankan, perbankan 

pada umumnya dllakukan dalam tiga tahap, yaitu restrukturing, 

hapus buku (write oft), dan hapus tagih (hair cut). Tahapan 

penyelesaian NPL tersebut sangat ditentukan oleh bentuk badan 

hukum dar! bank-bank nasional yang beroperasi selama in!, yaitu 

Persero, Perseroan Terbatas (Pn, dan Koperasi. 

4) Sementara ftu, permasalahan kredlt macet yang diberikan bank· 

bank pemerlntah (bank persero) atau yang lazim disebut Bank 

BUMN, tarmasuk dalam kategori piutang Badan Usaha Milik 

npJ.hfml, Diakses: 1 Juli 2009, yang mengura1kan bahwa NPL adatah nama. karen dari Kredit macet 
Perbankan. Makin memburuknya perkembangan ekonomi dunia sudah dapat dipastikan barimbas 
pada perekonomian Indonesia yang pada gllirannya akan menimbu!kan kesulitan ba.gl dunia usaha di 
Indonesia. Wujud nyata darl kesulftan tersebut akan tercermin pada turunnya kemampuan 
perusahaan-perusahaan dalam membayar bunga dan pakok pinjarnan sasuai schedule yang telah 
ditetapkan. Kondisi inl apabila berlarut-latt.~ ,a'<an menyebabkan perusal\aan dinyatakan gaga! bayar 
(default) dan kretfrtnya dinyatakan macet. 

116 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU~IV/2006. 
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Negara (BUMN) sehingga penyelesaiannya tunduk pada 

peraturan yang benaku, antara lain Undang-Undang Nomor 49 

Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai 

peraturan pelaksanaannya, yang dirasakan telah menjadi 

penyebab Bank BUMN tidak memiliki i<ewenangan untuk 

melakukan hapus tagih terhadap pokok kredil dalam 

penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana lazimnya yang 

dlmiliki dan dilakukan oleh bank-bank swasta. Dimana 

berdasarkan peraturan yang ada, pada tingkat j)ertama, piutang 

negara (bank) BUMN dapat diselesaikan sendili oleh BUMN 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku, yang kemudian bila tingkat pertama tidak berhasil, maka 

BUMN yang bersangkutan wajib menyerahkan pengurusan 

piutang negara kepada PUPN. 

5) Mengingat tingginya NPL Bank BUMN saat ini, maka dalam 

rangka membantu melakukan penyehatan terhadap struktur aset 

Bank BUMN serta meningkatkan daya saing Bank BUMN, 

pemerlntah kiranya perlu mempertimbangkan untuk menclptakan 

ikllm yang kondusif dengan memberikan kewenangan 

penyelesaian NPL pada tingkat pertama yang lebih luas kepada 
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Bank BUMN dengan mengatur secara tegas bahwa kewenangan 

Bank BUMN pada penyelesaian tingkat pertama mencakup 

tindakan eksekusi jaminan, lelang dan/atau pemberian hair cut 

dalam restrukturisasi kredit. Hal ini panting karena kewenangan 

yuridis yang diberikan kepada bank selama ini hanya sampai 

pada hapus buku dan/atau hair cut atas tunggakan bunga dan 

denda overdraft kredH. 

6) Bahwa berdasarkan penjelasan Bank Indonesia tanggal 10 Juli 

2006 tersebut, terlihat bahwa tingginya NPL pada Bank BUMN 

disebabkan karena adanya hambatan berupa peraturan­

peraturan yang membatasi kewenangan Bank BUMN dalam 

penyelesalan kredit bermasalah (NPL), yang menyebabkan tidak 

adanya akselerasi yang sama dengan bank swasta dalam 

penyelesaian kredit bermasalah. 

7) Hambatan-hambatan tersebut telah mengakibatkan Bank BUMN 

tidak memiliki akselerasi yang sama dengan bank swasta dalam 

penyelesaian NPL, yang pada akhimya menyebabkan relati! 

tingginya NPL Bank BUMN. 

8) Perlu dilakukan perbaikan aturan hukum yang dinilal 

menghambat penyelesaian NPL Bank BUMN. Penekanan dari 

aturan hukum tersebut adalah pada batasan aset ne;gara yang 

dipisahkan sebatas modal negara yang dilempatkan, sahingga 
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definisi piutang negara pada BUMN hanya sebatas nilai 

Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada badan hukum 

tersebut, sehingga piutang perusahaan negara menjadi piutang 

korporasi yang tunduk pada hukum privat. Perbaikan aturan 

hukum ini diperlukan sebagai terobosan hukum untuk 

memperlegas landasan hukum penyelesaian aset bermasalah 

Bank BUMN yang harus leblh tunduk pada hukum perseroan. 

C.2. Tanggapan Departemen Keuangan Rl 

Berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara 

tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah AI Nomor 33 

T ahun 2006 ten tang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Tate Cera Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah, yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2006, antara 

lain mengatur tentang: '" 

1) Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah untuk 

selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan 

Badan Usaha Milik Negara beserla peraturan 

pelaksanaannya. 

2) Pengurusan piutang perusahaan negara/daerah yang telah 

Hti Ibid. 
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diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cq. 

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dan 

usul penghapusan piutang perusahaan negara/daerah yang 

telah dlajukan kepada Menteri Keuangan melalui DJPLN tetap 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tenteng Tate Cara 

Penghapusan Plutang Negara/Daerah beserta peraturan 

pelaksanaannya. 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah AI Nomor 33 

Tahun 2006 tentang Tala Cara Penghapusan Piuteng 

Negara/Daerah, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan 

{Permenkeu) Nomor 87/PMK.0?/2006 tentang Pengurusan Piutang 

Perusahaan Negara/Daerah (berlaku tenggal 9 Oktober 2006), yaitu 

sebagal berikut :"' 

1) Dengan Peraturan Menteri Keuangan {Permenkeu) tersebut, 

maka mekanisme pengurusan plutang negara yang 

bermasalah/kredlt macet (non performing loan) pacta bank-bank 

mllik Pemerintah {Bank BUMN) diserahkan sepenuhnya kepada 

Bank BUMN itu sendiri. 

111 lb!d. 
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2) Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara yang telah 

dipisahkan pad a BUM N tersebut menjadl kewenangan 

perusahaan negara yang bersangkutan. 

3) Untuk menindaklanjuti upaya restrukturisasi NPL di Bank-bank 

BUMN, pemerintah segera membentuk Komite Pengawas Bank 

BUMN (oversight committee), dimana pada saat ini masih 

dibahas komposisinya, sehinggajob description-nya bisa spes~lk 

dan tldak tumpang tindih dengan Komisaris. 

4) Dengan keiuamya Peraturan Pemerlntah Nomor 33 Tahun 2006 

dan Permenkeu Nomor 87/PMK.07/2006, maka secara hukum 

sudah ada kepastian bagi Bank-bank BUMN Persero untuk 

dapat meiakukan percepatan restrukturlsasi NPL 

C.3. Tanggapan Departemen Hukum dan Hak Asasl Manusia 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerlntah Nomor 33 Tahun 

2006 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nom or t 4 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Plutang 

Negara/Daerah, maka mulal tanggal 6 Oktober 2006 Pengurusan 

Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesual katentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dlbidang Perseroan 

Terbetas dan Badan Usaha Millk Negara (BUMN) beserta peraturan 

pelaksanaannya. Dalam hal ini, apakah BUMN hendak melakukan 
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kelja sama dengan pengacara atau bukan dalam menyelesaikan 

kredit mace! sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN. 

Namun demikian, untuk pengurusan Piutang Negara (BUMNIBUMD) 

yang telah diserahkan kepada PUPN sebelum Peraturan 

Pemerinlah Nomor 33 Tahun 2006 berlaku, tetap diurus oleh 

PUPN. "' 

PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melaksanakan 

tugasnya sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960, yaitu mengurus Piutang Negara yang adanya dan besarnya 

telah pasli menurut hukum tetapi Penanggung Hutangnya (debitur) 

tidak melunasi sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh 

Pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh Negara. "' 

Pengacara tidak dapat mengurus, menagih Piutang Negara 

seperti yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Piutang 

Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus 

yang diberikan oleh undang-undang, yaitu: '" 

a. Mengeluarkan Sural Paksa yang berkepala "Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan 

tH'I Ibid, 
m Ibid. 
120 Ibid. 

pemakalan kredit oleh pihak Penanggung Hutang (debitur). (Vide 
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Pasal6 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960) Pengacara 

juga tidak dapat menjadi anggota PUPN karena PUPN adalah 

panitia yang bersrtat interdepartemental, yang keanggotaannya 

terdlri dart pejabat-pejabat pemerintah (Vide Pasal 2 Ayat {3) 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. T a hun 1960). Keanggotaan 

PUPN terdiri atas wakil dari Departemen Keuangan (Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara) sebagai ketua, sedangkan 

anggotanya terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Direktur II Ekonoml dan Khusus pada Badan Reserse dan 

Kriminaij dan Kejaksaan Agung (Direktur Pemulihan dan 

Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara), Vide Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 89 

Tahun 2006. 

Pada saat Undang-Undang Nomor 49 Prp. T ahun 1960 

dlsusun, terhadap penanganan kredit macet (Piutang Negara) 

dlbutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan efektlf yang 

tidak dilakukan melalul prosedur blasa sebagaimana dlatur dalam 

HIR (Staatsblad 1941 Nomor 44) karena dianggap dapat menemul 

berbagal macam kendala dan kesulltan, balk prosedur maupun 

waktu yang lama. Pada saat inl kebutuhan dan suasana telah 

berubah sebagalmana terllhat dari perkembangan peraturan 

perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Ta~c•n 

Universitas Indonesia 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



85 

2003 lenlang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 lenlang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 lenlang Perbendaharaan Negara. "' 

C.4. Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

lenlang Pan~ia Urusan Piulang Negara yang dimohonkan unluk diuji 

maleriil adalah: "" 

a. Kelenluan Pasal 12 Ayal (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

121 Ibid. 
122 Ibid. 

Tahun 1960 lenlang Panilia Urusan Piutang Negara yang 

menyalakan bahwa: 

Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayal (1) pasal ini, 
maka dilarang mer.yerahkan pengurusan piulang negara 
kepada Pengacara. 

Rumusan pasal di alas dianggap oleh Pemohon bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, khususnya kelenluan Pasal 281 Ayal (2) yang 

berbunyi bahwa: 

Seliap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifal 
diskriminalif alas dasar apapun dan berhak mendapalkan 
perlindungan lerhadap perlakuan yang diskriminalif ~u. 
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b. Hak Konstitusional Pemohon yang dilanggar: '" 

123 fbid. 

Pemohon mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya 

dilanggar oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PanHia Urusan Piutang 

Negara. Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) tersebut dinllai 

Pemohon membatasi hak dan kebebasan Pemohon sebagai 

advokat sehingga pasal tersebut bersifat diskriminatit. Sebab 

advokat dilarang untuk menangani pengurusan piutang, 

sedangkan advokat merupakan salah satu aparal penegak 

hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di muke hukum 

untuk membela setlap warga negara sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 B Tahun 2003 temang Advokat. 

8erdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan 

kepada Mahkamalh Konstitusi yang pada pokoknya adalah agar 

Mahkamah Konstttusi menyataken bahwa materi mueten Pasal 

12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 

PUPN bertantangan dengan Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan menyatakan 

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, DPR Rl memberikan 

keterangan sebagai berikut: '"' 

Atas dasar permohonan Pemohon dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Bahwa keberadaan PanHia Penyelesaian Piutang Negara telah 

diatur jauh sebelum diundangkennya Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat, yakni dalam Keputusan Penguasa 

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 

Kpts/Peperpu/0241 /1958. 

Demikian juga pengaturan penyelesaian piutang negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960, sudah ada jauh sebelum diaturnya 

advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat dan diatumya Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen 

Kedua yang dlsahkan pada tanggal18 Agustus 2000. 

b. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

124 Ibid. 

Tahun 1960 tentang PanHia Urusan Piutang Negara yang 

melarang penyerahan pengurusan piutang negara kepada 

pengacara, adalah tepat dan wajar. Dikatakan tepat dan wajar 

kerena berdasarkan pertimbangan, sesuai dengan maksud dari 
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pembentuk Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah 

untuk membentuk "Panitia Urusan Piutang Negara". Jadi Panitia 

itulah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan 

urusan piutsng negara, dan tidak menyerahkan kepada instiltisi 

yang lain dalam hal ini kepada pengacara. 

c. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panttia Urusan Piutang Negara sama sekali 

tidak bersifat diskriminatif, tetapi justru menempatkan "Panitia 

Urusan Piutang Negara" dalam tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab secara proporsional dan profesional dalam melaksanakan 

tugasnya. Dengan demikian tidak perlu mengalihkan tugasnya 

kepada pengacara. 

d. Bahwa dalam perkembangannya saat ini, payung hukum 

terhadap penyelesaian piutang negara tidak hanya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Pan ilia 

Urusan Piutang Negara tetapi juga diatur dalam Pasal 36 dan 

Pasal 37 Ayat (1 }, Ayat (2} dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang masing­

masing menyatakan bahwa: 
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Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa: 

(1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul 
sebagai akibat hubungan keperdataan dapat 
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai 
piutang negera/daerah yang care penyelesalannya 
diatur tersendlri dalam undang-undang. 

(2) Penyelesalan piutang sebagalmana dimaksud pada 
Ayat (1) yang menyangkut plutang negara ditetapkan 
oleh: 
a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara 

yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miller rupiah); 

b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak 
disepakati leblh dari 
Rp.1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
sampai dengan Rp. 10o.ooo.ooo.ooo,oo (seratus 
miller rupiah); 

c. Presiden, setelah me.rdapat pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian piulang 
negara yang tidak disepakati lebih dari Rp. 
1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerinlah 
Daerah ditetapkan oleh : 
a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang 

daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

b. Gubernur/bupati/walikota, setelah rnendapat 
pertimbangan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, 
jika bagian plutang daerah yang tidak disepakati 
lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima millar 
rupiah). 

(4) Perubahan alas jumlah uang, sebagalmana 
dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), ditetapkan 
dengan undang-undang. 
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Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa: 

(1) Piutang negara{daerah dapat dihapuskan secara 
mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali 
mengenai piutang negara{daerah yang cara 
penyelesaiannya diatur tersendirl dalam undang­
undang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 
sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, 
ditetapkan oleh: 
a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan 

Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah); 
b. Presiden untuk jumlah Iebih dar! Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh millar rupiah) sampai 
dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah); 

c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakllan 
Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp. 
100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah). 

(3) Penghapusan sebagalmana dimaksud pada Ayat (1), 
sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, 
dltetapkan oleh: 
a. Gubemur/BupatiJWalikota untuk jumlah sampai 

dengan Rp.s.ooo.ooo.ooo,oo,- (lima miliar rupiah); 
b. Gubemur/BupatiJWalikota dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah 
leblh darl Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar 
rupiah). 

Berdasarkan ketenruan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada 

dasarnya penyelesaian plutang negara{daerah yang timbul sebagai 

akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, 

oleh karena itu, 1\>0)terlibatan pengacara memang tidak dlperlukan. 
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Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

menyatakan bahwa Advokat bebas dalam menjalanl<an tugas 

profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan 

peraturan perundang-undangan. '" 

Keberadaan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 

Prp. Tahun 1960 tidak mengurangi peranan advokat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat karena tugas profesi advokat adalah membela 

perkara, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tentang PUPN tidak mengatur mengenai perkara. Yang harus 

dibela advokat adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya, 

dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tentang PUPN, mengenai urusan piutang negara bukan 

tanggung jawab advokat, tetapi tanggung jawab negara yang dalam 

pelaksanaannya dlserahkan kepada Panttia Urusan Piutang 

Negara.""' 

125 /bfd. 
126 lbfd. 
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D. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Terhadap ketiga hal tersebut di alas, Mahkamah berpendapat 

sebagai berikut:"' 

0.1. Pertimbangan Mahkamah 

T erdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan 

Mahkamah dalam menangani permohonan pengujian materiil 

tersebut, antara lain yaitu: 

a. Bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai 

pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 PUPN 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya adalah 

mengenai pengujian Pasal 12 Aya! (2) Undang-Undang Nomor 

49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN terhadap Pasal 28 huruf I 

Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Meskipun Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 

PUPN diundangkan jauh sebelum Perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945, yakri pada tanggal 14 Desember 1960, tetapi 

Mahkamah berwenang untuk memeliksa, mengadili, dan 

memutus permohonan tersebut, karena Pasal 50 Undang­

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: 

121 JbkL 
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Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji 
adalah undang-undang yang diundangkan satelah 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 

telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-111/2005; 

0.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing} Menurut Para Pemohon 

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1} UU MK, Pemohon dalam 

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya diruglkan oleh berlakunya undang-undang, 

yaitu: ti"a 

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang 

yang mempunyai kepentlngan sama}; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prlnslp Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara; 

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan 

berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai 

kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

1 ~8 Ibid. 
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Ayat (1) UU MK sebagai berikut : "' 

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 

b. hak dan/atau kewenangan konsmusional tersebut dianggap telah 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian; 

c. kerugian hak dan/kewenangan konstitusional tersebut bersifat 

spesifik dan aklual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang 

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan te~adi; 

d. ada hubungan sebab akibat (causal verbandj antara kerugian 

hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang­

undang yang dimohonkan pengujian; dan 

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 

maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang 

didalilkan tidak akan atau tidak lagi te~adi; 

Dalam menjawab persoalan apakah para Pemohon memiliki 

legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, 

maka harus diperiksa da!am kualifikasi apakah para Pemohon akan 

dikategorikan dan hak konstituslonal apa yang dlmlliki dan dirugikan 

oleh berlakunya UU PUPN. 

\29/bid, 
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Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan 

warga negara Indonesia maupun kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan yang sama dalam profesi mereka sebagai Advokat, 

yang menganggap hak konstitusionalnya yang tercantum dalam 

Pasal281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

Setiap orang berhalk bebas dari perlakuan dlskriminatif alas 
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif Hu, 

dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN yang 

berbunyi: 

Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, 
maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara 
kepada Pengacara. 

Kerugian halk konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan 

aktual, serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya 

Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN: 

Dengan demikian, menurut para Pemohon mempunyai legal 

standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat 

(2) UU PUPN terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena 

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

permohonan tersebut dan para Pemohon memiliki legal standing 

untuk mengajukan permohonan, maka lebih lanjut Mahkamah akan 

mempertimbangkan pokok permohonannya. 
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0.3. Jawaban Pemerlnlah terhadap pertanyaan yang dlajukan oleh 
Majelis Hakim Mahkamah 

Pemerlntah telah memberikan keterangan tambahan berupa 

jawaban tertulls atas beberapa pertanyaan yang dlajukan oleh 

Majells Hakim Mahkamah, sebagal berlkut: "' 

a. Dengan adanya peraturan perundang-undangan alas 

pengurusan plutang BUMN sekarang inl dimungklnkan adanya 

penyerahan pengurusan kredit macet kepada Pengacara, 

Pemerlntah menyatakan bahwa dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Alas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tala Cara 

Penghapusan Plutang Negara/Daerah, maka mulal tanggal 6 

Oktober 2006, Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah 

dilakukan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Millk 

Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal 

ini, apakah BUMN hendak melakukan kerjasama dengan 

pengacara atau bukan dalam menyelesaikan kredit macet 

sepenuhnya wewenang dari BUMN, namun demikian untuk 

pengurusan Piutang Negara (BUMN/SUMD) yang telah 

dlserahkan kepada PUPN sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 2006 berlaku, tetap dlurus oleh PUPN. 
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b. PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan Pasal 4 UU PUPN, yaitu mengurus 

Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut 

hukum tatepi penanggung hutangnya (Debttor) tidak melunasi 

sebagaimana mestlnya, yang diserahkan oleh Pemerinteh atau 

Badan-badan yang dikuasai oleh Negara. 

c. Pengacara tidak boleh mengurus, menagih piutang negara 

seperti yang dilakukan oleh PUPN, karena pengurusan Piutang 

Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus 

yang diberikan oleh undang-undang, yaitu : 

1) Mengeluarkan Sural Paksa yang berkepala "Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

2) Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada 

penyalahgunaan pemakaian kredil oleh pihak penanggung 

hutang (Debitor). 

3) Pengacara juga tidak dapat menjadi anggota PUPN, karena 

PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang 

keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah 

[vide Pasal2 Ayat (3) UU PUPN]. 

d. Pada saat UU PUPN disusun, terhadap kredit macet (Piutang 

Negara) dibutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan 

eteklif yang tidak dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana 
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diatur dalam HIR, tetapi pada saat ini kebutuhan dan suasana 

Ielah berubah sebagaimana terlihat dari perkembangan 

peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang·Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN, dan Undang·Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Berdasarkan dalil.-dalil, buk1i·bukti, dan kesimpulan para 

Pemohon, keterangan tenulis dan keterangan tambahan dari 

Pemerintah, sena keterangan tenulis Dewan Perwakilan Rakyat, 

Mahkamah berpendapat sebagai berikut: '" 

1. Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN dibentuk berdasarkan 

situasi dan kondisi pacta waktu itu sebagai respons alas 

kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk 

diselesaikan. Pemerintah mengakui hal tersebut tentunya akan 

berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan suasana kebatinan saat 

sekarang. Dengan demiklan, penyerahan penanganan piutang 

negara kepada PUPN yang keputusannya berkekuatan 

eksekutorial memang sesuai dengan keadaan zamannya, dan 

tidak melalui mekanisme biasa, termasuk larangan yang 

tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN. 

131 Ibid. 
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2. Sebenarnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) 

UU PUPN sudah cukup, sebab berarti lidak boleh diserahkan 

kepada pihak lain a1au plhak ketiga (termasuk tentunya 

Pengacara/Advokat), sehingga di setu plhak dapat dika1akan 

bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tersebut terlalu 

bertebihan (overoodig), di lain pihak hanya merupakan 

panegasan dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN. Hal 

demikian, malah dapat menimbulkan salah penafslran atau salah 

paham seperti yang dipahami oteh para Pemohon. 

3. Meskipun ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tersebut aleh 

Mahkamah dinltai bertebihan, tetapi tidak berarti bahwa 

ketentuan dimaksud bersifat diskriminatn, sebagaimana 

didalilkan oleh para Pemohon.. Memang para Pemohon tepa! 

dalam memberikan pengertian dlskriminatif tersebut dengan 

mengutip Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasl Manusia, yang mendalltkan perlakuan 

diskriminatil dimaksud dalam status sosial dari Pemahon sebagal 

Advokat. Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon 

tidal< tepa!, karena profesl advokat/pengacara bukanlah status 

sosiat sebagaimana dldalllkan para Pemohon. Semen1ara itu, 

Pasal12 Ayat (2) UU PUPN yang berisi larangan menyerahkan 

urusan piutang negar'l kepada pengacara (advokat) karena hal 
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itu oleh undang-undang Ielah diserahkan kepada PUPN yang 

berslfat interdepartemental yang keanggotaannya terdiri dari 

pejabat-pejabat pemerintah. Kanona itu, perbedaan kewenangan 

yang diberikan kepada PUPN dengan hak profesi 

pengacara/advokat tidak dapat dlbandlngkan satu dengan yang 

lain dan dijadikan ukuran adanya diskrimlnasi sebagaimana 

dimaksud Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto 

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasl Manusla, karena larangan 

tersebut berlaku juga kepada semua pihak ketlga dl iuar 

advoka1/pengacara. Dengan demiklan, Pasal 12 Ayat (2) UU 

PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (2) Undang­

Undang Dasar. 

4. Dengan telah diterbitkannya berbagai peraturan perundang­

undangan yang baru, khususnya dengan persoalan 

penyelesaian hutang bermasalah atau kredit macet (non 

performing loan) pada Bank-bank BUMN yang diserahkan 

sepenuhnya kepada mekanisme korporasi, dapat dikatakan 

sudah mereduksi maksud semula dari UU PUPN. Seharusnya, 

permasalahan yang pernah dihadapi pera Pemohon berkenaan 

dengan penolakan proposalnya ke suatu Bank BUMN tidak ada 

kaitan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN. Akan 
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tetapi, karena berbagai peraturan perundang-undangan 

pelaksanaannya telah berubah dari maksudnya semula, 

sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi profesi advokat untuk 

menjadl kuasa BUMN apabila ditunjuk sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Namun, karena derajat peraturan-peraturan 

pelaksanaan dimaksud lebih rendah dan pada UU PUPN, maka 

peraturan-peraturan dimaksud tidak menghapuskan keberadaan 

Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN. 

5. Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tldak bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi karena raison d'etre 

dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri 

oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa 

pembentuk undang-undang perlu segera melakukan 

pembaharuan alas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum 

berdasarkan Undang·Undang Dasar 1945 tertata dan terjamin 

konstitusionalitasnya; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil-<lalil para Pemohon 

untuk memohonkan pengujian terlhadap Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN 

tidak cukup beralasan, sehlngga permohonan harus ditolak. "' 

132/bid. 
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BABIV 
ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONST\TUSI 

A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM BERKAITAN DENGAN 
PENGURUSAN P\UTANG NEGARA 

, Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

dikeluarkan 14 Desember 1960, pacta masa Presiden Soekamo dan 

Pejabat Sekretaris Negara, Santoso, dikeluarkan dengan pertimbangan 

agar utang-utang kepada negara dan badan-badan negara segera 

diurus, Agar pengurusan Hu bisa dilakukan dengan cepat dirasa 

perlu membuat aturan berupa Perpu. Apalagi sejak 16 September 

1960, keputusan Penguasa Perang Pusat KSAD No. 0241/1958 

tentang pembentukan Panilia Penyelesaian Piutang Negara dinyatakan 

lidak berlaku \agi. Perppu itulah yang \antas disahkan menjadi undang-

undang. 

Da\am perkembangannya kemudian, payung hukum terhadap 

pengurusan piutang negara bukan hanya UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN. Di tingkat undang-undang, misa\nya, masalah piutang 
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negara sempat disinggung pacta pasal 33--37 UU Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara. 

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) yang diberi kuasa untuk 

mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara adalah pejabat. 

Para pejabat ini diwajibkan mengusahakan agar setiap piutang negara 

diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Bila tak dapat diselesaikan 

tepa! waktu, maka ayat (2) meminta diselesaikan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa ketantuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

49 Prp. Tahun 1960 tentang Pan~ia Urusan Piutang Negara, yang 

menyatakan, "Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, 

maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada 

Pengacara", dianggap bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menyatakan: 

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminati! atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
itu. 
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Pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan oleh 

penanggung hlllang133 (debitor), pada tingkat pertama akan dlselesalkan 

oleh instansi-lnstansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan 

piutang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apablla 

piutang negara tersebut tidak dapat diselesalkan atau disebut plutang 

macel/kredit mace!, maka pengurusannya wajib diserahkan kepada 

Panitia Urusan Piutang Negara (vide Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960). 

Dalam konteks ini, maka Pemerintah mempertanyakan kepada 

para Pemohon apa yang sebenamya terjadi terhadap penolakan 

pengajuan proposal oleh salah satu Bank Milik Negara (Bank BUMN) 

tersebut, apakah dalam konteks pemberian jasa hukum pada umumnya, 

untuk turut serta menjadi anggota panitia atau memberikan bantuan 

hukum pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, hal ini tidak secara 

rinci dijelaskan oleh para Pemohon. 

Keberadaan Panltla Penyelesalan Plutang Negara Ieiah dlatur 

jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 

tentang Advokat, yakni dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala 

Stat Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1956. Ketentuan Pasal 

1~ Penanggung hutang (debitur) adalah badan usaha atau pnbadl yang memi!ilti hutang kapada 
nagara melalul lnstansl pemerfntah balk d! tlngkat pusat maupon daatah lermasuk pemerlntah 
daarah dan badan usaha yang saham atau modalnya dimilik! badan usaha mllik 

~
~~;; sesuai p4(1raturan yang berlaku dan waj!b menyerahkan pengurusan 

macotnya DJPLN {sekarang OJ!<N}. 
Oiakses: 
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12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara sama sekali tidak bersitat dlskriminatif, tetapi 

justru menempatkan "Panitia Urusan Piutang Negara" dalam tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional dan profesional 

dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demiklan tidak perlu 

mengalihkan tugasnya kepada pengacara. 

Jika melihat Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada dasarnya penyelesaian 

plutang negara/daerah yang tlmbul sebagai akibat hubungan 

keperdataan dapat dilakukan melalul perdamaian, o!eh karena rtu, 

keterlibatan pengacara memang tidak diperlukan. Kemudian Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan 

bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profeslnya untuk 

membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap 

berpegang pada kode etlk profesi dan peraturan perundang· 

undangan. 

Keberadaan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tidak mengurangi peranan advokat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat karena tugas profesl advokat adalah membela perkara, 

sedangkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tidak mengatur _ !"engenai perkara. Yang harus dibela advokat 
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adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dalam Pasal 12 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, mengenai urusan 

piutang negara bukan tanggung jawab advokat, tetapi tanggung jawab 

negara yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Pan~ia Urusan 

Piutang Negara. 

Berdasarkan pertimbangan .tersebut di atas maka Katentuan 

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat, dan sebagai akibatnya maka Katentuan 

Pasal 12 Ayat (2) juga tldak bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Demikian juga pengaturan penyelesaian piutang negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 

Prp. T ahun 1960, sudah ada jauh sebelum diatumya advokat dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diaturnya 

Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 hasil Amandemen Kedua yang disahkan pada tanggal 18 

Agustus 2000. 

Berdasarkan pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa: 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengkata kewenangan lembaga negara yang 
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kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. 

Meskipun UU Nomor49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

diundangkan jauh sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, 

yakni pada tanggal 14 Desember 1960, tetapi Mahkamah berwenang 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan, karena Pasal 

50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: 

Undang-undang yang dapat dlmohonkan untuk diuji adalah 
undang-undang yang dlundangkan setelah perubahan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-111/2005. 

Dar! ketentuan Pasal12 Ayat (1) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN yang menegaskan bahwa: 

lnstansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang 
dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajlbkan 
menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya 
Ielah past! menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya 
tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia 
Urusan Piutang Negara, 

juncto Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

yang menyatakan bahwa: 
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Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka 
dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada 
Pengacara, 

menurut para Pemohon berarti instansi pemerintah ateu badan-badan 

negara dilarang menyerahkan pengurusan piuteng macet kepada 

Pengacara. 

Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

tidak jelas later belakang ateu alasannya, tetepi menurut para Pemohon 

sangat merendahkan atau meremehkan profesi Advokat, karena bersifat 

diskriminatif, seolah-olah profesi Advokat itu merupakan profesi yang 

sangat berbahaya, tidak perlu ateu tidak berguna bagi pembangunan 

bangsa dan Negara. 

Mesklpun negara atau pemerlntah berhak untuk menunjuk suatu 

instansi atau badan untuk mengurus piuteng negara, dalam hallnl Panltla 

Urusan Piuteng Negara (PUPN), tetepi tidak pada tempatnya jlka memuat 

secara eksplisit pengaturan mengenal adanya larangan pengurusannya 

kepada suatu kelompok profesi tertentu, in casu Pengacara atau 

Advokat, karena berkonotasl merendahkan dan meremehkan profesi 

Pengacara/Advokat. 

Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

bukan merupakan rumusan yang berdlri sendlri, tetapi tidak terlepas 

dari partimbengan hukum, landasan filosofis pembentukan undang­

undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, serta jangan dlpahami 
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secara tidak lengkap atau sepotong-potong, sehingga seolah-olah 

terkesan bersifat diskriminatn. Secara spesifik dalam memahami 

ketentuan tersebut harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 

(1), Pasal4 Angka 2, dan Pasal8 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN. 

Salah satu tujuan utama dibentuknya UU Nomor 49 Prp Tahun 

1960 tentang PUPN adalah agar terhadap para penanggung hutang 

(Debitor) yang "tidak kooperatif' atau "nakal" 134 dapat dilakukan langkah· 

langkah penanganan penagihan piutang negara secara singkat, cepat 

dan efekttf, sehingga tidak lewat prosedur biasa sebagaimana diatur 

dalam Herzlene Inlands Reglement atau HIR (Sib. 1941 No. 44) yang 

dianggap dapat menemui berbagai macam kendala dan kesulitan serta 

memakan waktu yang cukup lama. 

Pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan oleh 

penanggung hutang (Debitor) pacta tingkat pertama akan diselesaikan 

oleh instansl-lnstansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan 

piutang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apabila 

piutang negara tersebut tidak dapat diselesaikan atau disebut piutang 

macet/kredit mace!, maka pengurusannya wajlb diserahkan kepada 

PUPN (vide Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

1114 Deb1tor nakat pada umumnya dapat digambarkan sebagai orang yang te!ah nyata~nyata 
mampunyal hutang kepada negara dan mempurqal kemampuan untuk menyelasaikan hu1angnya 
tersebut, tetapl yang Mrsanglwta.n denga.n segala cara berusa.ha untuk membebaskan kewajibannya 
tarsebut atau setidak-fidaknya berusal1a untuk mengulur-ulur waktu penyelesainnya. 
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PUPN). Dalam konteks inl, Pemerinlah mempertanyakan duduk perkara 

penolakan oleh Bank BUMN alas proposal para Pemohon yang lidak 

dijelaskan secara rinci. 

Piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN 

adalah plutang yang adanya dan besarnya telah pasll menurut hukum, 

sebagal cara atau prosadur penyalesalan piutang negara yaitu dilakukan 

dengan membuat "Pemyataan Bersama" antara Kelua PUPN dengan 

debitor yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa', yang isinya memuat kata sepakat antara ketua PUPN dengan 

debitor tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar atau 

diselesaikan dan memuat pula kewajiban-kewajiban lain yang harus 

dilunasl oleh debitor lersebut Pemyataan Bersama lersebut mempunyai 

kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang Ieiah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (in krachts van gewijsde) dalam perkara perdata, 

yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sural paksa, penyitaan 

dan pelelangan, bahkan dapat dilakukan upaya penyanderaan (gijzeling) 

terhadap penanggung hutang (Debitor) tersebut (vide Pasal 10 berikut 

Penjelasannya dan Pasal 11 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN. 

Berbicara mengenai bank plat merah, jika dilandaskan pada 

pemikiran bahwa sesuai dengan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 

tentang BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 dinyatal<an bahwa negara 
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yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan 

kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 

19 Tahun 2003, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

"dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan negara dar! APBN untuk 

dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya 

pembinaan dan pengelolaannya tidak lag! didasarkan pada sistem 

APBN, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip parusahaan yang 

sehat. Dengan adanya pemisahan kekayaan negara tersebut, maka 

piutang BUMN sebagai aklbat pe~anjian yang dilakukan oleh 

BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai 

Plutang Negara, melainkan sebagal Piutang Perusahaan. Sejalan 

dengan hal itu, maka pengelolaan termasuk pengurusan piutang 

BUMN, tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara, 

melainkan dalam koridor Pengurusan Piutang Perusahaan yang 

diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip 

perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki 

kewenangan dan keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan, 

pengurusan, penyelesaian piutang BUMN yang bersangkutan. Peraturan 

Menter! Keuangan Nomor B7/PMK.07/2006, merupakan tindak lanjut dar! 

PP Nomor 33 Tahun 2006 sebagai pengganti PP Nomor 14 Tahun 2005. 
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Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 

ini, maka mekanisme pengurusan kredit bermasalah pada Bank-Bank 

BUMN diserahkan sepenuhnya kepada Bank BUMN. Dengan demikian 

maka pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan pada BUMN 

tersebut menjadl kewenangan perusahaan negara yang bersangkutan 

sesuai dengan mekanisme korporasi. 

B. ALASAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA TIDAK DAPAT 

DISERAHKAN KEPADA ADVOKAD 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN), diajukan untuk diuji oleh Mahkamah 

Konst~usi yang diajukan oleh Para Advokad sebagai Pemohon, yang 

merasakan keruglan akibat pemberlakuan sebagian materi UU Nomor 49 

Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dimaksud. Para pengacara yang 

tergabung dalam "Tim Pembela Konstitusi dan Kedaulatan Advokat" itu 

mempersoalkan UU PUPN, khususnya pasal 12 ayat (2) yang menyebut 

bahwa urusan piutang negara tak boleh diserahkan kepada pengacara 

(kini disebut advokat. 

Larangan ini merujuk kepada ayat (1 ), dimana dalam 

permohonannya, Pemohon yang tetap menyatekan bahwa ketentuan 

Pasal12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tenteng Panitia Urusan 

Piuteng Negara bersifet diskriminatif sehingga bertentengan dengan 
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Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon 

seharusnya memperhatikan juga Pasal 12 Ayat (1 ). '35 Disamping itu, 

Pemohon juga harus memparhatikan bahwa mengingat Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1 960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang 

diuji oleh Pemohon dibuat pada tahun 1960, maka seharusnya pemohon 

dapat membukliken Undang-Undang lni tidak relevan lagi untuk zaman 

sekarang. Jika Pemohon dapat membukliken Undang-Undang ini lidak 

relevan lag! untuk zaman sekarang, maka pasal-pasal yang diujikan 

dapat dlcabut melalui putusan yang akan dikeluarkan Mahkamah 

Konstitusi atas pengujian tersebut 

Pemohon, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kasdin Simanjuntak 

dan rekan-rekannya merasa bahwa aturan tersebut Ielah merendahken 

atau meremehkan profesi advokat karena bersifat diskriminatrr. Mereka 

merasa bahwa "Seolah-olah profesl advokat itu merupakan profesi yang 

sangat berbahaya, tldak perlu dan tidak berguna bag! pambangunan 

bangsa". Hal tersebut merupakan sebagian argumen Kasdin dalam 

permohonannya yang diregister Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. '" 

135 Pasal 12 Ayat {1) rnanyatakan bahwa lnsta.nsi pemerintah atau badan-badan negara yang 
dima1-;sud dlwajibkan menyerahkan p!utang yang ada pada Pa.nitia Urusan Piutang Negara. Hal ini 
dapa! Qiartikan bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) yang dianggap Pamohoo d!skriminatif tldak 
beralasan dangan adanya Pasa! 12 Ayat (1) dan anggota Panitla Urusan PMang Negara sudah 
ditentukan pada Pasal 2 Ayat {3) yaitu terdirl dati pejabat dati Oopatemen Kc:mangan, pejabat 
angkatan perang, dan pejabat pemerinlah lain yang dianggap 
perfu,<bttp;flwww .mahkwnahkonstltusl.goJd/be:tita.Php?nawscode 251 > ,Olai<ses: tanggat 12 Mei 
2009. 

139 Mengapa Urusan Piutang Negara lak Boleh i)iserallkan kepada Advokat?. 
<http:/(yyyffl.hykumoo!ine.com/detail.asp?!d=156$1&ci=Ber!ta>, Diakses: tanggal12 Mai 2009. 
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Pada saat UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

disusun, terhadap kred~ macet (Piutang Negara) dibutuhkan 

langkah-langkah yang singkat, cepat dan efektil yang tidak dilakukan 

melalui prosedur blasa sebagaimana dlatur dalam HIR, tetapl pada 

saat inl kebutuhan dan suasana telah berubah sebagaimana terlihat 

dari perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

Dengan adanya peraturan perundang-undangan atas 

pengurusan piutang BUMN sekarang ini dimungkinkan adanya 

penyerahan pengurusan kredit mace! kepada Pengacara, Pemerin:Sh 

menyatakan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerlntah Nomor 33 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, 

maka mulai tanggal 6 Oktober 2006, Pengurusan Piutang Parusahaan 

Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku di bidang Perseroan T erbatas dan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, 

ap<U;ah BUMN hendak melakukan ke~asama dengan pengacara atau 
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bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya wewenang 

dari BUMN, namun demikian untuk pengurusan Piutang Negara 

(BUMN/BUMD) yang Ielah dlserahkan kepada PUPN sebelum 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berlaku, tetap diurus oleh 

PUPN. 

Pasal12 ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN berbunyi: "Da/am hal seperti dimaksudkan da/am ayat (1) pasal in/, 

maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada 

pengacara." Sedangkan Pasal 12 ayat ayat (1) UU Nomor 49 Prp Tahun 

1960 tentang PUPN berbunyl "lnstansi-lnstansi Pemerintah dan Badan­

Badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan in/ diwajibkan 

menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besamya telah past/ 

menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau me/unasi 

sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Plutang Negara". 

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

tentang PUPN tersebut dipandang merendahkan status soslal advokat 

dan bertentangan dengan pasal 26 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945. Sehingga Kasdin dan kawan-kawan meminta Mahkamah 

Konstitusi menyatakan pasal diskriminatif itu tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Di sini, status advokat dan hak mereka mengurus 

piutang negara tak disinggung sama sekall. Hanya Pasal 36 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN menegaskan 

bahwa: 

"Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat 
hukum keperdataan dapat diselesaiakan melalui perdamaian, 
kecuali mengenai piutang negara/ctaerah yang cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang". 

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 PrP Tahun 1960 tentang 

PUPN dibentuk berdasarkan s~uasi dan kondisi pacta waklu ~ sebagai 

respons atas kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk 

diselesaikan. Pemerintah mengakui hal tersebut tentunya akan berbeda 

jika dilihat darl kebutuhan dan suasana kebatinan saat sekarang. 

Dengan demikian, penyerahan penanganan piutang negara kepada 

PUPN yang keputusannya berkekuatan eksekutorial memang sesuai 

dengan keadaan zamannya, dan tidak melalui mekanisme biasa, 

termasuk larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 

49 PfP Tahun 1960 tentang PUPN. Seoenamya ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) UU PUPN yang berbunyi "lnstansi­

instansi Pemerlntah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam 

Pasal 8 Peraturan inl diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang 

adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara" sudah cukup, sebab berarti tidak boleh diserahkan 

kepada pihak lain atau pihak ketiga (termasuk tentunya 

Pengacara/Advokat), sehingga di satu pihak dapat dikatakan bahwa 

ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
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PUPN tersebut terlalu berlebihan (overbodig), di lain pihak hanya 

merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang PUPN. Hal demikian, malah dapat menimbulkan 

salah penafsiran atau salah paham seperti yang dipahami oleh para 

Pemohon. 

Meskipun ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 

1960 tentang PUPN tersebut oleh Mahkamah dlnllai berlebihan, tetapi 

tidak berarti bahwa ketentuan dimaksud bersilat diskriminatif, 

sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon yang menyatekan bahwa 

pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (2) UNDANG­

UNDANG DASAR 19.45 yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskrimlnatif atas dasar apa pun dan berhak 

mendapatkan parlindungan terhadap parlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu". Memang para Pemohon tepat dalam memberikan pengertian 

diskriminatif tersebut dengan mengutip Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, 

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pangucilan 

yang langsung ataupun tak Jangsung didasarkan pada pembedaan 

manus/a atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, go/ongan, status 

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyaklnan, politlk, yang 

berakibat pengurangan, penyimpangan atau panghapusan, pangakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manus/a dan k:c!.>.ebasan dasar 
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dalam kahidupan baik individual maupun kolektif dalam bldang po/ltik, 

ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan /ainnya". Dalam 

hal ini, para Pemohon mendalilkan perlakuan diskriminatif dimaksud 

dalam status sosial dari Pemohon sebagai Advokat. Mahkamah 

. berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak tepa!, kanma profesi 

advokat/pengacara bukanlah status sosial sebagaimana didalilkan para 

Pemohon. 

Sementara itu, Pasal12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

lentang PUPN yang berisi larangan menyerahkan urusan piutang negara 

kepada pengacara (advokat) karena hal itu oleh undang-undang telah 

diserahkan kepada PUPN yang bersifat interdepartemental yang 

keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah. Karena itu, 

perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PUPN dengan hak 

profesi pengacara/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang 

lain dan dijadlkan ukuran adanya diskriminasi sebagaimana dlmaksud 

Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 Angka 3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, karena larangan tersebu1 berlaku juga kepada semua 

pihak ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal12 Ayat 

(2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN tidak bertentangan 

dengan Pasal281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 
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C. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Mengingat apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah 

menyatakan permohonan para pamohon dftolak, maka dalam paragraf­

paragraf berikut perlu diberikan penjabarkan analisanya. Jika dipalajari, 

salah satu tujuan utama dibentuknya UU PUPN adalah agar tarhadap 

para penanggung hutang (Debi!or) yang "tidak kooperatir atau 'nakal' 

dapat dilakukan langkah-langkah penanganan penagihan piutang negara 

secara slngkat, cepat dan efektif, sehingga tidak lewat prosedur biasa 

sebagaimana diatur dalam Herziene Inlands Reglement atau HIR (Stb. 

1941 No. 44) yang dianggap dapat menemui berbagai macam kendala 

dan kesuli!an serta memakan waktu yang cukup lama. Sehingga terdapat 

suatu prinsip bahwa piutang negara yang harus diselesaikan oleh 

penanggung hutang (Debftor) pada tingkat pertama akan diselesaikan 

oleh instansi-instansi dan badan-badan lain yang bersangkutan dengan 

piutang negara tersebut, termasuk Bank Milik Negara, namun apabila 

piutang negara tersebut tidak dapat diselesaikan atau disebut piutang 

macel/kredit macet, maka pengurusannya wajib diserahkan kepada 

PUPN (vide Penjelasan Pasal 4 UU PUPN). Sedangkan pamohon 

tersebut untuk pengajuan pengurusan piutangnya dftolak oleh Bank 

BUMN. 

Piutang negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah piutang yang adanya dan 
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besarnya telah pasti menurut hukum, sebagai cara atau prosedur 

penyelesaian piutang negara yattu dilakukan dengan membuat 

• 
"Pernyataan Bersama antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN) dengan penanggung hutang (debHor) yang berlrah-irah "Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang isinya 

memuat kala sepakat antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara 

dengan penanggung hutang (debitor) tentang jumlah hutang yang masih 

harus dibayar atau diselesaikan dan memuat pula kewajiban-kewajiban 

lain yang harus dilunasi oleh penanggung hutang tersebut. 

Sebagaimana diketahui Pernyataan Bersama tersebut 

mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara 

perdata, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sural paksa, 

penyitaan dan pelelangan bahkan dapat dilakukan upaya penyanderaan 

(gijzeling) terhadap penanggung hutang tersebut (vide Pasal 10 berikut 

Penjelasannya dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, maka apa yang 

dikemukakan oleh para Pemohon merupakan bentuk kekhawatiran 

yang berlet>ihan. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut 

dibentuk sebagai respons atas kebutuhan penanganan piutang negara 

yang sulit untuk diselesaikan, yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari 

kebutuhan dan suasana kebatinan saat sekarang. 
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Oleh karena ilu, dalam kasus ini para Pemohon dapat dikatakan 

salah/kelttu dalam memahami rumusan Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN, 

karena menurut Pemerintah ketentuan tersebut dibentuk sebagai respons 

alas kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk 

diselesaikan, yang tentunya akan berbeda jika dilihat dari kebutuhan dan 

suasana kebatinan saat sekarang. Oleh karena itu, menurut Pemerintah 

Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak merugikan hak dan/atau kewenangan 

konstnusional para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 281 

Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya pemohon seharusnya 

memahami bahwa telah terjadi perkembangan dalam pengurusan 

penyelesaian piutang negara berupa kredtt benmasalah atau kredit mace! 

(Non Performing Loan, disingkat NPL) pada Bank Milik Negara (Bank 

BUMN), yakni bahwa mekanisme pengurusannya diserahkan 

sepenuhnya kepada Bank BUMN itu sendiri sesuai dengan mekanisme 

korporasi. Sehingga, terkatt dengan penmohonan Advokad tersebutu, 

maka satiap pengambilan keputusan Bank-bank BUMN dilakukan alas 

persatujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara posisi 

Pemerintah akan diwaklli oleh Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 

saham. 

Berdasarkan hal tersebut di alas, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusic~~! 
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para Pemohon, dan tldak bertentangan dengan Pasal 261 Ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945. Oleh 

karena ltu Pemohon Ieiah salah dan kellru dalam memahami rumusan 

Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, karena 

menurut Pemerintah ketentuan tersebut dibentuk sebagal respons alas 

kebutuhan penanganan piutang negara yang sulit untuk diselesalkan, 

yang tentunya akan berbeda jika dilihat darl kebutuhan dan suasana 

kebatinan saat sekarang. Oleh kerena itu, menurut Pemerinlah Pasal 12 

Ayat (2) UU PUPN tidak meruglkan hak dan/atau kewenangan 

konstltusional para Pemohon dan tldak bertentangan dengan Pasal 281 

Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

T elah terjadi perkembangan dalam pengurusan penyelesaian 

piutang negara berupa kredlt bermasalah atau kredll mace! (Non 

Performing Loan, disingkat NPL) pada Bank Milik Negara (Bank BUMN), 

yakni bahwa mekanisme pengurusannya diserahkan sepenuhnya kepada 

Bank BUMN itu sendiri sesual dengan mekanisme korporasi. Sehingga, 

terkait dengan permohonan tersebut, maka setiap pengambilan 

keputusan Bank-bank BUMN dllakukan alas persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), sementara posisi Pemerintah akan diwaklli 

oleh Menter! Negara BUMN sebagai pemegang saham. 
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Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan 

permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN, karena tidak jelas kepentingannya yang dirugikan oleh 

keberlakuan ketentuan. Menurut Pemerintah permohonan para Pemohon 

tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena para Pemohon tidak 

menguraikan secara rinci apakah benar telah te~adi kerugian hak 

dan/atau kewanangan konstitusional yang diberikan oleh Undang­

Undang Dasar 1945 yang disebabkan oleh keber!akuan UU Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang PUPN, utamanya terhadap penolakan proposal 

Pemohon untuk ikut menangani kredit mace! pada salah satu bank mi!ik 

negara (Bank BUMN). Bahwa menurut Pemerintah para Pemohon tldak 

dapat mengkonstruksikan penolakan proposal yang dilakukan oleh suatu 

Bank BUMN untuk ikut dalam menangani kredlt mace! (Non Performing 

Loan) telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstnusionalnya, 

karena penolakan proposal para Pemohon adalah merupakan bentuk 

kegiatan blsnis semata yang diterima tldaknya tergantung kebutuhan 

yang dlperlukan. 

Berkaitan dengan falwa Mahkamah Agung, Mahkamah Agung 

boleh-boleh saja mengeluarkan fatwa yang menyatakan piutang bank 

badan usaha milik negara itu bukan piutang negara. Fatwa itu keluar 

semata-mata karena pemerintah meminta. l.atar belakangnya, bank-bank 

milik pef'lerintah ingin menghapus sebagian kredit seretnya (non 
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performing loan). Keinginan ttu terganjal oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tate Care Penghapusan Piutang 

Negara/Daerah, 

Bank pemerintah ingin aturan itu direvisi supaya kompetlsl di 

industri perbankan seimbang. Salama ini bank swasta terkasan gampang 

menghapus kredit macet. Mereka tak khawatir dituding merugikan negara 

atau korupsi. Kalaupun terjadi kasus, para anggota direksi bank 

swasta paling banter hanya akan berhadapan dengan rapat umum 

pemegang saham. Jika terbuktl bersalah, sanksi terberatnya hanya 

pemecatan. 

Sebaliknya, bank pelat merah tak bisa melakukan hal yang 

same. Jika ada kasus, dlreksinya harap slap-slap berhadapan dengan 

polls! atau Komlsl Pemberantasan Korupsi. Ancaman hukuman penjara 

pun sudah menantl. ltu sebabnya, bank palat merah menginginkan aturan 

direvisi agar persaingan jadi seimbang. Gayung rupanya bersambut. 

Pemartntah memberi sinyal hijau akan marevisi PP Nomor 14 Tahun 

2005 itu. Rencana revisi itu terungkap dalam rapat kerja antara 

pemerintah dan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan 

Rakyat pada Juli lalu. Yang direvisi, antara lain, pasal 19 dan 20, 

yang mencampuradukkan piutang negara dan piutang perusahaan 

negara. 
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Bila pasal ~u dihapus, berarti piutang dianggap milik perusahaan, 

dan bukan milik nagara. Piutang perusahaan negara/daarah biarlah 

menjadi urusan perusahaan negara/daerah yang bersangkutan, seperti 

yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Tarbatas dan UU Badan 

Usaha Milik Negara. Agar revisi itu punya dasar hukum, DPR lalu 

menyarankan pemerintah meminta fatwa dari Mahkamah Agung, yang 

akhirnya kaluar pada 16 Agustus lalu. 

Narnun, fatwa Mahkarnah Agung itu sesungguhnya bukan 

penyelesaian yang jHu. Yang jadi masalah bukan PP Nomor 14 Tahun 

2005. Akar persoalan pengelolaan aset (tarmasuk piutang) BUMN itu 

ketidakharmonisan antara UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU Nomor 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Undang-undang yang pertama menyebutkan keuangan negara 

yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

dlsertakan sebagai modal di BUMN tetap merupakan milik negara. 

Undang-Undang BUMN dan Perseroan menyebutkan sebaliknya. 

Akibatnya, tidak ada kejelasan apakah pemotongan piutang oleh bank­

bank pelat merah tetap bisa dlanggap sebagai kerugian negara atau 

bukan. 

Perbedaan ttu memicu persoalan berikutnya, yakni lembaga 

mana yang berhak mengaudtt BUMN: Badan Pemeriksa Keuangan atau 
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auditor independen. Salama perbadaan pandangan ini tak diharmonisasi, 

konfiik akan tetap muncul. Karena itu, salah satu undang-undang itu 

diamendamen saja. 

Undang-undang BUMN dan PP yang menyertainya merupakan 

regulasi di bidang jasa perbankan dan BUMN lainnya baik dalam bentuk 

perseroan atau perusahaan umum. Ditegaskan dalam UU BUMN 

tersebut perbedaan kedua bentuk BUMN tersenut yang secara jelas 

memisahkan perusahaan yang bersitat pelayanan publik dan perseroan 

yang bersifat kegiatan usaha mencari keuntungan. 

Di dalam UU BUMN tsb ditegaskan definlsi BUMN yang secara 

tegas menyatakan bahwa, "badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimillki oleh negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Namun 

demikian, definisi ini bukan definsi hukum karena tidak memenuhi asas 

lex scripta, lex stricta dan lex certa (Marjane.T, 2005) karena di dalam 

definisi tsb, kalimat "haria kekayaan negara yang dipisahkan" merupakan 

pengertian tersendiri yang masih perlu diberikan bates lingkup 

pengerliannya. 

Sebagai akibat tidak jelas secara yuridis pengertian istilah tsb 

maka penerapan hukum dalam praktik selalu menimbulkan persoalan 

sebagaimana terjadi sampai saat ini. Pro dan kontra penafsiran hukum 

alas karla kekayaan negara semakin ticl~k jelas karena tidak tercapai titik 
' 
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!emu pendapat antara praktisi hukum khususnya pihak kejaksaan agung 

dan para ahli hukum perbankan dan keuangan. 

Esensi dari perbedaan tafsir hukum tersebut juga disebabkan 

masing-masing pihak belum memahami sepenuhnya apa yang 

merupakan fungsi hukum pacta umumnya dan hukum pidana pacta 

khususnya di satu sisi serta hukum keuangan dan perbankan di sisi lain, 

di dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera. 

Perbedaan tafsir hukum alas pengertian istilah "haria kekayaan negara 

yang dipisahkan" di satu sisi dan pengertian istilah "kerugian keuangan 

negara" di sisi lain bukanlah penyebab satu-satunya kemelut hukum ini 

akan tetapi juga disebabkan kurangnya pemahaman mengenai tujuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciplakan iklim 

pertumbuhan ekenemi yang sehat dan kempelilif.137 

Jadi, dengan lerbilnya Peraluran Pemerinlah Nemer 33 Tahun 

2006 lenlang Perubahan Alas Peraluran Pemerintah Nemer 14 Tahun 

2005 lenlang Tala Cara Penghapusan Piulang Negara/Daerah, maka 

mulai langgal 6 Okteber 2006 Pengurusan Piulang Perusahaan 

Negara/Daerah dilakukan sesuai ketenluan peraluran perundang-

undangan yang berlaku dibidang Perseroan Terbalas dan Badan Usaha 

137 Masalah BUMN dan status hukum yang berkaitan dengannya telah diatur di dalam UU Nomor 
19 tahun 2003 tentang BUMN. Peraturan Pemerintah sebngai turunan dari UU tersebut telah 
ditetaplc_an pemerintah, antara Peraturan Pemerintah Nomor 43, 44 , dan 45 tahun 2005. Selain itu 
juga Ieiah dikeluarkan PP Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasl Perusahaan Perseroan. 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Tala Cara 
Penghapusan Plutang NegaratDaerah, dalam Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Ph.rtang Negara, 
Romli Atmasasmita, <htlp:f!oplnihui\~IMahkamah Konstitusiasus-lc-bni.bloqspot.com/2008/07/kajian­
hukum-pidana-atas -masalah.html>, Diakses: tanggal12 Mei 2009. 
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Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, 

apakah BUMN hendak melakukan kerja sama dengan pengacara atau 

bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya merupakan 

wewenang dari BUMN. Namun demikian, untuk pengurusan Piutang 

Negara (BUMNiBUMD) yang telah diserahkan kepada PUPN sebelum 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 berlaku, tetap diurus oleh 

PUPN. 

PUPN sampai saat inl masih ada dan tetap melaksanakan 

tugasnya sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, 

yaitu mengurus Piutang Negera yang adanya dan besamya Ielah past! 

menurut hukum tetapi Penanggung Hutangnya (deMur) tidak melunasi 

sebagaimana mestinya, yang diserahkan oleh Pemerintah atau badan­

badan yang dlkuasai oleh Negara. 

Pengacara tidak dapat mengurus, menagih Piuteng Negara 

seperti yang dllakukan oleh PUPN karena pengurusan Plutang Negara 

oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan 

oleh undang-undang, yaitu: 

a. Mengeluarkan Sural Paksa yang berkepala "Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

b. Memlnta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan 

pemakaian kredit oleh pihak Pananggung Hutang (debltur). (Vide 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960) Pengacara 
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juga tidak dapat menjadi anggota PUPN karena PUPN adalah 

panttia yang bersifat interdepartementai, yang keanggotaannya 

terdiri dan pejabat-pejabat pemerintah (Vide Pasal 2 Ayat (3) 

Undang·Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Keanggotaan PUPN 

terdiri atas wakii dari Departemen Keuangan (Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara) sebagai ketua, sedangkan anggotanya terdiri 

dar! Kepolisian Negara Republik Indonesia (Direktur II Ekonomi dan 

Khusus pada Badan Reserse dan Kriminal) dan Kejakaaan Agung 

(Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jaksa Agung Muda 

Bidang Perdata dan Tala Usaha Negara), Vide Pasal 4 Peraturan 

Presiden Nomor 89 Tahun 2006. 

Dalam perkembangan peraturan perundang·undangan, seperti 

lahimya Undang·Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang 

Republik Indonesia Namar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, dan lain-lainnya, telah terjadi banyak perubahan tentang 

pengertian plutang negara yang juga berakibat perubahan dalam 

tala cara penaglhannya, sehingga operasional tersebul sudah tidak 

uluh. 
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Berdasarkan analisa penulis, Pemohon tidak mempunyai legal 

standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal12 Ayat (2) UU 

PUPN, karena tidak jelas kepentingannya yang dirugikan oleh 

keberlakuan ketentuan tersebut Selain itu, karena para Pemohon tidak 

menguraikan secara riner apakah benar telah terjadi kerugian hak 

dan/atau kewenangan konstttusional yang diberikan oleh Undang­

Undang Dasar 1945 yang dlsebabkan oleh kebarlakuan UU Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang PUPN, utamanya terhadap penolakan proposal 

Pemohon untuk ikut menangani kredit macet pada salah satu bank milik 

negara (Bank BUMN). Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan 

penolaken proposal yang dilakukan oleh suatu Bank BUMN untuk ikut 

dalam menangani kredit mace! (Non Performing Loan) telah meruglkan 

hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, karena penolakan proposal 

para Pemohon adalah merupakan bentuk kegiatan blsnis semata yang 

diterima tidaknya tergantung kebutuhan yang diperlukan. 

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN bukan merupakan rumusan yang berdiri sendiri, tetapi 

tidak terlepas dari pertimbangan hukum, landasan filosofis pembentukan 

undang-undang, serta jangan dipahami secara tidak lengkap atau 

sepotong-potong, sehingga seolah-olah terkesan bers~at diskrimlnatif. 

Secara spesifik dalam memahami ketentuan tersebut harus juga 

memperhatikan ketentuan Pasal12 Ayat (1 ), Pasal 4 .o.ngka 2, dan Pasal 
' 
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8 UU PUPN. Pada prinsipnya piutang negara yang harus diselesaikan 

oleh penanggung hutang (Debitor) pada tingkat pertama akan 

diselesaikan olah instansi-instansi dan badan-badan laln yang 

bersangkutan dengan piutang negara tersebut, termasuk Bank Milik 

Negara, namun apabila piutang negara tarsebut tidak dapat diselesaikan 

atau disebut piutang mace!/kredit mace!, maka pengurusannya wajib 

diserahkan kepeda PUPN (vide Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 49 Prp 

Tahun 1960 tentang PUPN). 
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Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka dalam 

panulisan tesis mengenai Peranan Mahkamah Konstnusi Dalam 

Pengujian Materm Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 dapat diambll keslmpulan antara lain sebagai 

berikut: 

1. PUPN yang merupakan kepanjangan dari PanHia Urusan Piutang 

Negara adalah panilia yang bersifat lnterdepartemental yang 

mengurus plutang negara yang berasal dari instansi pemerintah 

atau badan-badan yang dikuasai negara. Ketua PUPN dlangkat 

dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Anggota PUPN 

berasal dari unsur pejabat Departemen Keuangan sebagal 

anggota, Departemen Pertahanan dan Keamanana sebagai 

anggota, Kejaksaan sebagai anggota dan wakil dari Bank 

Indonesia sebagai anggota dan ketua merangkap anggota. 

Berdasarkan Undimg-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 
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Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah membentuk 

lembaga yang bartugas mengurus piutang negara yang disebut 

PUPN."'" Pada saat Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

disusun, terhadap penanganan kredit macet (Piutang Negara) 

dibutuhkan langkah-langkah yang singkat, cepat dan etektif yang 

tidak dilakukan melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam 

HIR (Staatsblad 1941 Nomor 44) karena dianggap dapet menemui 

berbagai macam kendala dan kesulitan, baik prosadur maupun 

waktu yang lama. PUPN mempunyai tugas melaksanakan 

pengurusan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah 

dan baden usaha yang secara langsung atau tidak langsung 

dikuasai. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pemerintah membentuk 

lembaga yang bertugas mengurus piutang negara yang disebut 

PUPN. Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 

20 Maret 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan 

Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) mengatur PUPN sebagai 

' 311 Pasa! 3 Keputusan Pres!den Nomor 11 Tahun 1976 tanggal 20 Maret 1976 ten1ang Panltia 
Urusan Plutang Negara (PUPN} dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) mengatur F'UPN sebagal 
suahl parlitia yang sifatnya lnterdepartemental, Oleh karena itu, Jembaga yang menyelenggarakan· 
koputusan PUPN tersobut sekarang disebut Diraktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Ketua 
PUPN merangkap sebag.ei Direktur Jenderar Kekayaan Negara. PUPN Pusat berkedudukan di 
Jakarta, sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di seliap Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang {KPKNL). PUPN mempunyai tugas dan wewenang diantaranya pengurus piutaog 
negara ata-.,._utang l«!pada Negara ya!tu j\Jm!ah uang: yang wajlb dibayar kepada Negara (lnstansl 
Pemerintah) atau Badem Usaha Negara yang modal atau kekayaannnya sebagian atau seluruhnya 
milik Negara balk dl pusat maupun di daerah. 
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suatu panHia yang sifalnya interdepartemental. Oleh karen a itu, 

lembaga yang menyelenggarakan kaputusan PUPN tersebut 

sekarang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

PUPN adalah panilia yang bersifat interdepartemental yang 

mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah 

atau badan-badan yang dikuasai negara. 

Anggota PUPN berasai dari unsur pejabat Departemen Keuangan 

sebagai anggota, Departemen Pertahanan dan Keamanana sebagai 

anggota, Kejaksaan sebagai anggota dan wakil dari Bank Indonesia 

sebagai anggota dan ketua merangkap anggota. Ketua PUPN 

merangkap sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Ketua 

PUPN diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. 

PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta, sedangkan PUPN Cabang 

mempunyai kedudukan di setlap Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). PUPN mempunyai tugas dan 

wewenang diantaranya pengurus piutang negara atau utang kepada 

Negara yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara 

(instansi Pemerintah) atau Badan Usaha Negara yang modal atau 

kekayaannnya sebagian atau seluruhnya milik Negara balk di pusat 

maupun di daerah. 
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Piulang negara yang bermasalah alau kredil macel limbul bukan 

karena adanya Pasal 12 Ayal (2), karena pasal lersebul 

memberikan kewenangan khusus kepada PUPN hanya unluk 

mengurus piulang negara (dianlaranya kredil macel) yang Ieiah 

lerjadi dan Ieiah diserahkan oleh inslansi pemerinlah dan badan 

negara/daerah. Masalah kredit macel dapal le~adi akibal dari lidak 

dilaksanakannya proses dan prosedur pembualan perjanjian kredit 

(lermasuk perjanjian lambahannya) dengan benar, seperti: kredit 

lidak dijamin dengan barang jaminan yang benar (alau fil<tif), 

sehingga pada saal akan dilakukan penulupan alas kredil macel 

dengan penjualan barang jaminan lersebut tidak bisa dipenuhi. 

Piulang negara yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN 

adalah piulang yang adanya dan besarnya Ieiah pasti menurul 

hukum. Cara penyelesaian piulang negara berdasarkan Undang­

Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dilakukan dengan membual 

Pernyataan Bersama yang berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa" anlara Ketua PUPN dengan 

Penanggung Hulang (debitor) yang memual kala sepakal antara 

mereka lentang jumlah hulang yang masih harus dibayar dan 

memuat pula kewajiban penanggung hulang unluk melunasi 

hutangnya. Pernyalaan Bersama ini mempunyai kekualan 

pelaksanaan seperti pulusan hakim dalarn perkara perdala dan 
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pelaksanaannya dijalankan dengan surat paksa yang mempunyai 

kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 10 berikut Penjelasannya dan 

Pasal 11 Angka 3 (1), (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tentang Panilia Urusan Piutang Negara). 

Dengan diberiakukannya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tentang Panilia Urusan Piutang Negara, maka pengurusan 

penyelesalan piutang negara terhadap penanggung hutang 

(debitor) yang tidak kooperatif atau nakal, dapat dilakukan secara 

cepat, efektif dan efisien. Karena ilu Panitia Urusan Piutang Negara 

(PUPN) diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa, 

penyitaan bahkan dapat melakukan paksa badan (gijzeling) 

kepada penanggung hutang (debitor) jika tidak melunasi 

kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Pemyataan Bersama 

tersebut. PUPN sampai saat ini masih ada dan tetap melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN, yaitu mengurus Piutang Negara yang adanya dan 

besamya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung 

hutangnya (Debitor) tidak melunasi sebagaimana mestinya, yang 

diserahkan oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dikuasai oleh 

Negara. 

Universitas Indonesia 

Peranan Mahkamah..., Arlianti Vita, FH UI, 2009



137 

2. Dalam mengajukan permohonan pengujian mateliil Pasal 12 ayat 

(2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN terhadap Pasal 28 

huruf i ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemohon dalam 

permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya 

ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN, yang menyatakan bahwa Dalam hal seperti 

dimaksudkan dalam Ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyarahkan 

pengurusan plutang negara kepada Pengacara, maka hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan dianggap 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (2) Undang­

Undang Dasar 1945. 

Pengacara tidak boleh mengurus, menagih piutang negara seperti 

yang dilakukan oleh PUPN, karena pengurusan Piutang Negara 

oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang 

diberikan oleh undang-undang, yaitu mengeluarkan Sural Paksa 

yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa", meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan 

pemakalan kredit oleh pihak penanggung hutang (Debtlor), 

Pengacara juga tidak dapat menjadi anggota PUPN, karena PUPN 

adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang 

keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah [vide Pasal 
' 

2 Ayat (3) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN]. 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon 

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya diruglkan oleh berlakunya undang-undang, 

yaitu : 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prlnslp Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privet; atau 

d. lembaga negara. 

3. Dalam Undang-Undang Dasar 1 945 setelah dllakukan amandemen 

terdapat ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusl 

dalam menjalankan Peradilan Tatanegara sebagai berlkut:139 

a. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; 

b. memutus sengkete kewenangan lembaga-lembaga negara; 

c. memutus pembubaran partal politik; 

d. memutus persellslhan tentang hasil pemilihan umum; 

ug Pasal 24C ayat (1} dan ayat (2) Undang*Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstit11sl. 
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e. memutus pendapat . DPR tentang dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dan memutus pendapat 

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

Mahkarnah Kanslilusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersiiat final untuk mengujl undang­

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konslilusi adalah dapat 

dirtnci sebagai berlkut: 140 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

republik Indonesia tahun 1945; 

c. Memutus pembubaran partai palitik; dan 

d. Memutus persellsihan tentang hasil pemilihan umum; 

140 Indonesia. Umfang..undang Nomcr 24 Tahun20031Mlang Mahkamah KcmslitusJ, Pasal 10. 
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e. Mahkamah Konstitusi wajlb memberi putusan atas pendapat 

DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsl, penyuapan, tindak pidana berat 

Jainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. 

Lebih Janjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Rl, 

pengenian dan batasan tentang kerugian konstrrusional yang timbul 

karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal51 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstrrusi, harus memenuhllima syarat yaltu, sebagai berikut: 

a. adanya hak kanstrrusional Pemohon yang dlbelikan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon 

Ieiah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 

c. kerugian konstltuslonal Pemohon yang dlmaksud berslfat 

spesifik (khusus) dan aklual atau setldaknya berslfat potensial 

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 

te~adl; 
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d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 

kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

untuk diuji; 

e. adanya kemungklnan bahwa dengan dikabulkannya 

permohonan maka kerugian konslftusional yang didalilkan tidak 

akan atau tidak lagi te~adi. 

Pasai24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang­

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memu!us sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memu!us pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Pasal 10 Ayat (1) hurul a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

ten1ang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstilusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tarakhir 

yang putusannya bersilat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi 

berwenang untuk melakukan pengujian materil ales Pasal 12 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara terhadap Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang­

Undang Dasar 1945. 

4. Dalam Pasal 28 huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

disebutkan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersllat dlskrimlnatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatn itu. 

Diskriminasi merupakan suatu tindakan pembedaan yang dilakukan 

secara tak adil. Memperlakukan orang dengan keadilan dan 

kejujuran merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai 

manusia yang bermasyarakat. Kita pun dituntut berdiri di depan 

umum untuk hal yang benar. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan 

bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang 

menyatakan, Dalam hal seperti dimaksudkan dalam Ayat (1) 

pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang 

negara kepada Pengacara•, dianggap bertentangan dengan Pasal 

281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari 
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perlakuan yang bersifat diskriminatlf atas clasar apapun clan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap per/akuan yang bersifat 

diskriminatif itu'. 

Keberadaan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tidak mengurangi peranan advokat sebagaimana diatur 

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat karena tugas profesi advokat adalah membela perkara, 

sedangkan Pasal12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 

1960 tidak mengatur mengenai perkara. Yang harus dibela advokat 

adalah perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dalam Pasal 12 

Ayat (2) Undang·Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, mengenai 

urusan piutang negara bukan tanggung jawab advokat. letapi 

tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya diserahkan 

kepada Panitia Urusan Piutang Negara. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di alas maka Ketentuan Pasal 

12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 lidak 

bertentangan dengan ketenluan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan sebagai akibatnya maka 

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) juga tidak bertentangan dengan Pasal 

281 Ayal (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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Dengan Ieiah d~erbitkannya berbagai peraturan perundang­

undangan yang baru, khususnya dengan persoalan penyelesalan hutang 

bermasalah atau kredit macet (ryan performing loan) pada Bank-bank 

BUMN yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme korporasi, dapat 

dikatakan sudah mereduksi maksud semula dari UU Nomor 49 Prp 

Tahun 1960 tentang PUPN. Seharusnya, permasalahan yang pernah 

dihadapi para Pemohon berkenaan dengan penolakan proposalnya ke 

suatu Bank BUMN tidak ada kaitan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2} 

UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN. Akan tetapi, karena 

berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah berubah 

dari maksudnya semula, sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi 

profesi advokat untuk menjadi kuasa BUMN (corporate) apabila ditunjuk 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, karena derajat peraturan­

peraturan pelaksanaan dimaksud lebih rendah dari pada UU Nomor 49 

P;p Tahun 1960 tentang PUPN, maka peraturan-peraturan dimaksud 

tidak menghapuskan keberadaan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 P;p 

Tahun 1960 tentang PUPN. 

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2} UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN tersebut tidak berlebihan, tetapi tidak berarti bahwa 

ketentuan dimaksud bersifat diskriminatif, sebagaimana didalilkan oleh 

para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan 

dengan Pasal 281 Ayat (2} Undang-Undang Dasar 1945 !'ang berbunyi, 
' 
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"Setiap orang berhak bebas dar/ perlakuan yang bersifat diskriminatif etas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminalif itu". Memang para Pemohon tepa! 

dalam memberikan pengertian diskriminatif tersebut dengan mengutip 

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten1ang Hak 

Asasi Manusia yang berbunyi, "Diskriminasi ada/ah setlap pembatasan, 

pelecehan, atau pengucilan yang /angsung ataupun tak /angsung 

dldasarkan pada pembedaan manus/a atas dasar agama, suku, ras, 

etnik, kelompok, go/ongan, status sosial, status ekonomi, janis ke/amin, 

bahasa, keyakinan, po/itik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan 

atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 

manus/a dan kebebasan dasar dalam kehidupan balk Individual maupun 

kolektif dalam bidang polltik, ekonomi, hukum, soslal, budaya dan aspek 

kehidupan lainnya". Dalam hal ini, para Pemohon mendalilkan perlakuan 

diskriminatif dimaksud dalam status sosial dari Pemohon sebagai 

Advokat. Tetapi dalil para Pemohon tidak tepa!, karena pro!esi 

advoka!/pengacara bukanlah status sosial sebagaimana didalilkan para 

Pemohon. Sementara itu, Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 

1960 tentang PUPN yang berisi larangan menyerahkan urusan piutang 

negara kepada pengaoara (advokat) karena hal itu oleh undang-undang 

telah diserahkan kepada PUPN yang bersifat interdepartemental yang 

keanggotaannya terdiri dari pejabat-p,;ja!Jat pemerintah. Karena itu, 
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perbedaan kewenangan yang diberikan kepada PUPN dengan hak 

pro!esi pengacara/advokat tidak dapat dibandingkan satu dengan yang 

lain dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi sebagaimana dimaksud 

Pasal 281 Ayat (2) Undang"Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 Angka 3 

Undang"Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusla, karena larangan tersebut berlaku juga kepada semua 

pihak ketiga di luar advokat/pengacara. Dengan demikian, Pasal 12 Ayat 

(2) UU Nomor 49 Prp T ahun 1960 tentang PUPN tidak bartentengan 

dengan Pasal281 Ayat (2) Undang"Undang Dasar 1945. 

Dengan telah diterbitl<annya berbagai peraturan perundang" 

undangan yang baru, khususnya dengan persoalan penyelesaian hulllng 

bermasalah atau kredit macet {non performing Joan) pada Bank"bank 

BUMN yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme korporasi, dapat 

dlkatakan sudah mereduksi maksud semula dari UU Nomor 49 Prp 

Tahun 1960 tentang PUPN. Seharusnya, permasalahan yang pemah 

dlhadapi para Pemohon berkenaan dengan penolakan proposalnya ke 

suatu Bank BUMN tidak ada kaitan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) 

UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN. Akan tetapi, karena 

berbagai peraturan perundang"undangan pelaksanaannya telah berubah 

dari maksudnya semula, sehingga tidak terdapat lagi halangan bagi 

profesi advokat untuk menjadi kuasa BUMN {corporate) apabila di!unjuk 

.sesuai dengan peraturan yang barlaku. Namun, karena derajat peraturan" 
' 
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peraturan pelaksanaan dimaksud lebih rendah dari pada UU Nomor 49 

Prp Tahun 1960 tentang PUPN, maka paraturan-peraturan dimaksud 

tidak menghapuskan keberadaan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp 

Tahun 1960 lenlang PUPN. 

B. Saran 

Dalam tesis ini telah diuraikan tentang beberapa permasalahan 

dan teori-teori mengenai Peranan Mahkamah Konstltusi Dalam 

Pengujian Materill Alas Pasal12 Ayal (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayal (2) 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu kiranya disampaikan 

saran-saran yang mungkin diperlukan dan berguna dalam mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan Peranan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Pengujian Materiil Alas Pasal 12 Ayal (2) Undang-Undang 

Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang PUPN Terhadap Pasal 28 

Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Saran tersebut antara 

lain: 

1. Meskipun Pasal12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

PUPN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, 

letapl karena suasana kebatinan UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

sekarang, sebegaimana diakul sendiri oleh Pemerintah, maka 
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sebaiknya pembentuk undang-undang perlu segera melakukan 

pembaharuan alas UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN 

dimaksud agar tertib hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945 tertata dan te~amin. 

2. Terkaij dengan dalil-dalil yang dikemukakan para 

advoka!/pengacara tersebut, karena prolesi advoka!/pengacara 

bukanlah status sosial dan perbedaan kewenangan yang diberikan 

kepada PUPN dengan hak profesi pengacara/advokat tidak dapat 

dibandingkan dan dijadikan ukuran adanya diskriminasi 

sebagaimana dimaksud Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 juncto Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Asasl Manusia, 

karena larangan tersebut berlaku juga kepada semua pihak, tidak 

hanya di luar advoka!/pengacara, maka perlu penegasan antara 

tugas-tugas pemerintah dalam penenganan kredtt macet dan 

pengacara sebagal suatu jabatan profesl yang member! jasa hukum 

yang dituangkan secara tegas dalam suatu undang-undang atau 

peraturan lainnya. 

3. Perlu segera dilakukan hannonisasi peraturan sehingga tidak 

menimbulkan suatu penafsiran atau kesalah pahaman sehingga 

mengakibatkan permohonan pengujian materiil seperti kasusa 

tersebut antara pihak·pihak yang merasa hak konstitusionalnva 

dilanggar oleh suatu peraturan lainnya. 
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4. Penyerahan penanganan piutang negara kepada PUPN yang 

keputusannya berkekuatan eksekutorial memang sesuai dengan 

keadaan zamannya, dan tidak melalui mekanisme biasa, termasuk 

larangan yang teroantum dalam Pasal12 Ayat (2) UU Nomor 49 Prp 

Tahun 1960 tentang PUPN, karena nu perlu disosialisasikan secara 

luas oleh instansi yang bersangkutan dan dipahami oleh 

masyarakat, terutama dalam hal ini oleh pengacara yang merasa 

hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 

tentang PUPN. 
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